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ABSTRAK

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi tantangan
dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9
Tahun 2016, khususnya Pasal 88, yang mengatur penyediaan fasilitas pejalan kaki.
Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti
penyalahgunaan trotoar untuk parkir dan pedagang kaki lima, kurang optimalnya
pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas
pejalan kaki sesuai fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas
pejalan kaki serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di Kota Medan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Informan penelitian terdiri dari Staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Staff
Transportasi Darat, Staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pengguna
fasilitas pejalan kaki. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan Van
Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan sasaran
kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi dan koordinasi,
disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9
Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki di Kota Medan telah terlaksana, namun
belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya fasilitas pejalan kaki,
keterbatasan sumber daya dan pengawasan, kurang optimalnya komunikasi dan
sosialisasi kepada masyarakat, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam
menggunakan fasilitas pejalan kaki sesuai fungsinya. Selain itu, faktor ekonomi dan
kurang konsistennya penegakan aturan juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, koordinasi antarinstansi,
penegakan aturan yang lebih konsisten, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar
implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Fasilitas Pejalan Kaki, Peraturan Daerah, Van
Meter dan VVan Horn, Kota Medan.
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dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat
waktu. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perkembangan kota besar seperti Medan menuntut penyediaan ruang publik
yang adil, aman, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi pejalan
kaki sebagai salah satu pengguna jalan yang paling rentan. Dalam konteks urbanisasi
yang pesat dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat, ruang publik
bagi pejalan kaki semakin terpinggirkan oleh kepentingan kendaraan bermotor dan
pembangunan infrastruktur yang lebih berorientasi pada mobilitas kendaraan daripada
manusia. Padahal, keberadaan trotoar dan fasilitas pejalan kaki merupakan elemen
penting dari tata ruang perkotaan yang baik, karena berfungsi tidak hanya sebagai
sarana mobilitas tetapi juga sebagai cerminan kualitas tata kelola dan kesejahteraan
sosial di suatu kota.

Pejalan kaki memiliki peran penting dalam mendukung sistem transportasi
berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Dalam perspektif tata kota
modern, kota yang baik bukanlah yang hanya menyediakan jalan lebar untuk
kendaraan, tetapi yang memberikan ruang aman dan nyaman bagi warganya untuk
berjalan kaki. Trotoar yang layak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada
hak dasar warga negara untuk bermobilitas tanpa rasa takut dan tanpa hambatan.
Lebih jauh, keberadaan fasilitas pejalan kaki juga berkaitan erat dengan peningkatan
kualitas hidup masyarakat, karena ruang publik yang aman mendorong interaksi
sosial, mengurangi polusi, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kota Medan telah memiliki
landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan penjabaran dari
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan ini disusun untuk menciptakan sistem transportasi daerah yang selamat,
lancar, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jalan. Di dalamnya, Pasal 88

menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk merencanakan, membangun, serta



memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi trotoar, jembatan penyeberangan, dan
tempat pemberhentian kendaraan. Ketentuan tersebut menandakan bahwa pemerintah
memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam penyediaan sarana transportasi bagi
kendaraan, tetapi juga dalam menjamin hak-hak pejalan kaki untuk memperoleh
ruang yang aman dan layak di jalan umum.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 9
Tahun 2016 di Kota Medan belum berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian
sebelumnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Hak Pejalan Kaki
(Trotoar) Di Kota Medan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, Penelitian ini
dilakukan oleh Ghaisani N & Syam S (2025). Sekitar 60 persen trotoar di kawasan
pusat kota tidak lagi dapat difungsikan sebagaimana mestinya karena digunakan
untuk parkir liar, berjualan, maupun dipenuhi oleh utilitas publik yang mengganggu
kenyamanan berjalan kaki. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup
lebar antara norma hukum yang diatur dalam Pasal 88 dan realitas di lapangan.
Pemerintah Kota Medan juga dinilai belum memberikan perhatian serius dalam aspek
perawatan dan pembangunan fasilitas pejalan kaki, bahkan menurut data Bappeda
Kota Medan (2023), hanya sekitar 3,7 persen dari total anggaran infrastruktur yang
dialokasikan untuk pemeliharaan trotoar. Selain itu, lemahnya pengawasan serta
tumpang tindih kewenangan antarinstansi, seperti Dinas Perhubungan, Dinas
Pekerjaan Umum, dan Satpol PP, turut memperburuk efektivitas pelaksanaan
kebijakan tersebut.

Selanjutnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan penggunaan
trotoar juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perda ini. Banyak warga
yang tidak mengetahui bahwa Pasal 88 telah mengatur kewajiban pemerintah daerah
untuk menyediakan fasilitas pejalan kaki, sekaligus menjadi landasan bagi
masyarakat untuk menuntut hak atas keselamatan dan kenyamanan di ruang jalan.
Akibatnya, pelanggaran terhadap fungsi trotoar terjadi secara masif dan berulang
tanpa adanya efek jera, karena tidak diikuti oleh penegakan sanksi yang konsisten

dari pemerintah daerah. Minimnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan



menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan fungsi trotoar, bahkan
menjadikannya sebagai ruang komersial. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan
regulasi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku sosial dan meningkatkan
kesadaran hukum publik terkait fasilitas pejalan kaki.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sebagaimana
diatur dalam Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016
memerlukan perhatian lebih dalam aspek pelaksanaan. Dalam kajian administrasi
publik, efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada isi regulasi,
tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut diterjemahkan dan dilaksanakan oleh
para pelaksana di lapangan. Sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn
(1975), keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh enam
faktor utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi
antarorganisasi, Kkarakteristik pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta
kecenderungan pelaksana terhadap kebijakan itu sendiri. Apabila keenam faktor
tersebut tidak berjalan secara selaras, maka pelaksanaan kebijakan sulit mencapai
hasil yang diharapkan.

Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2016 akan efektif apabila pemerintah
daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai pelaksana teknis, mampu
mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, memanfaatkan sumber daya manusia dan
keuangan dengan baik, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan
memanfaatkan fasilitas pejalan kaki sesuai peruntukannya.

Dengan demikian, permasalahan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan tidak
hanya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, tetapi juga oleh lemahnya
implementasi kebijakan daerah serta kurangnya koordinasi dan penegakan hukum
yang tegas. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, khususnya Pasal 88, telah dilaksanakan
dalam melindungi fasilitas pejalan kaki di Kota Medan, serta untuk mengidentifikasi
faktor-faktor yang menjadi penghambatnya baik dari aspek struktural, sosial, maupun
kelembagaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis

terhadap pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi rekomendasi praktis



bagi Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan tata kelola transportasi yang aman,
tertib, dan ramah bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis secara mendalam implementasi Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki dengan menelaah kesesuaian
antara ketentuan kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan, serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.
Penelitian ini penting dilakukan sebagai dasar evaluasi kebijakan sekaligus
memberikan gambaran empiris mengenai kondisi implementasi regulasi daerah,
sehingga dapat menjadi rujukan dalam perbaikan tata kelola fasilitas pejalan kaki

yang lebih efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

1.2 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini membatasi ruang
lingkup pembahasan pada implementasi Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki, dengan penekanan pada kondisi
dan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki yang meliputi trotoar, tempat penyeberangan,
dan tempat pemberhentian kendaraan di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan.
Penelitian ini tidak membahas wilayah lain di luar lokasi tersebut serta tidak
mencakup seluruh aspek dalam peraturan daerah, melainkan hanya difokuskan pada
pelaksanaan, pengawasan, dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan

fasilitas pejalan kaki di lokasi penelitian.

1.3 Rumusan Masalah
Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun
2016 tentang Fasilitas PejalanKaki di Kota Medan?

1.4 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Pasal 88
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam memelihara fasilitas pejalan kaki di
Kota Medan.



2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pasal
88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 dalam memelihara
fasilitas pejalan kaki di Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Medan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait implementasi
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki di
Kota Medan. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menilai
efektivitas pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam aspek penyediaan
sarana dan prasarana, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi. Selain
itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas
perencanaan, pemerataan pembangunan fasilitas pejalan kaki, serta
penguatan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan.

2. Bagi Pelaksana Kebijakan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih
mendalam kepada pelaksana kebijakan mengenai pentingnya peran
mereka dalam mendukung keberhasilan implementasi fasilitas pejalan
kaki. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja
pelaksana, khususnya dalam aspek pengawasan, penegakan aturan, serta
konsistensi dalam penertiban pelanggaran. Selain itu, penelitian ini juga
dapat mendorong peningkatan koordinasi antarinstansi serta kepatuhan
terhadap standar teknis yang telah ditetapkan.

3. Bagi Masyarakat Pengguna Fasilitas Pejalan Kaki
Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penggunaan fasilitas
pejalan kaki sesuai dengan fungsinya. Dengan meningkatnya pemahaman
tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih tertib dalam menggunakan
trotoar, penyeberangan jalan, serta fasilitas pendukung lainnya. Selain itu,
masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga
ketertiban dan kenyamanan fasilitas pejalan kaki sebagai bagian dari
upaya menciptakan lingkungan kota yang aman dan ramah bagi pejalan
kaki.



4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi
peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji implementasi kebijakan publik,
khususnya yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki atau
transportasi perkotaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan
perbandingan atau pengembangan kajian lanjutan dengan pendekatan,
lokasi, maupun variabel penelitian yang berbeda.

1.6 Sistematika Penulis
Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai pedoman bagi

penulis dalam menyusun dan memahami alur pembahasan skripsi yang berjudul
“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pejalan Kaki
di Kota Medan”. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi
latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi
penelitian terkait implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki di
Kota Medan. Selanjutnya, dalam bab ini juga diuraikan pembatasan
masalah agar penelitian lebih terfokus, rumusan masalah sebagai
pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta
manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.
BAB Il : URAIAN TEORITIS
Bab ini memuat landasan teori yang digunakan sebagai dasar
analisis dalam penelitian. Uraian teoritis mencakup konsep

kebijakan dan kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta teori



BAB Il :

BAB IV :

implementasi kebijakan menurut VVan Meter dan Van Horn yang
menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini
juga membahas konsep fasilitas pejalan kaki serta teori-teori
pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.
METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam
penelitian, meliputi jenis penelitian yang digunakan yaitu
pendekatan kualitatif deskriptif, kerangka konsep, definisi konsep,
serta kategorisasi penelitian berdasarkan variabel implementasi
kebijakan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai informan atau
narasumber penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi
wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data, serta
lokasi dan waktu penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, baik
melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Hasil tersebut
kemudian dianalisis dan dibahas dengan menggunakan teori
implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi
variabel standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik
pelaksana, komunikasi dan koordinasi, disposisi pelaksana, serta
kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Bab ini menjadi

inti dari penelitian karena membahas secara mendalam mengenai



implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
fasilitas pejalan kaki di Kota Medan.
BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil
penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran yang
diberikan penulis sebagai rekomendasi bagi pihak terkait,
khususnya Pemerintah Kota Medan, dalam meningkatkan
implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki agar lebih efektif.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 11
URAIAN TEORITIS

1.1 Kebijakan dan Kebijakan Publik
1.1.1 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan instrumen kekuasaan atau pemerintahan,
baik dalam pengertian governance yang berfokus pada pengelolaan sumber daya
publik, maupun dalam pengertian government yang berkaitan dengan fungsi aparatur
negara. Kebijakan mencerminkan keputusan atau pilihan tindakan yang mengatur
secara langsung bagaimana sumber daya alam, keuangan, dan manusia digunakan
serta dialokasikan demi kepentingan publik, yang mencakup masyarakat, penduduk,
komunitas, atau warga negara. Dalam prosesnya, pembentukan kebijakan dipengaruhi
oleh ide, gagasan, teori, ideologi, hingga kepentingan yang berkembang dalam suatu
negara yang dapat saling bekerja sama, bernegosiasi, maupun berkompetisi.

Menurut Leo Agustino dalam Iriawan (2024), kebijakan publik dipahami
sebagai suatu keputusan yang bersifat tetap dan konsisten, yaitu keputusan yang
ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan kemudian diikuti melalui tindakan nyata yang
berkesinambungan.

Sementara itu, Hogwood dan Gunn sebagaimana dikutip dalam Iriawan (2024)
menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian langkah atau tindakan
yang dirancang pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka menekankan
bahwa makna kebijakan tidak hanya berada dalam domain pemerintah, karena
organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi kerelawanan juga
dapat menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya.

Selanjutnya, Nawawi dalam Iriawan (2024) memandang kebijakan publik
sebagai suatu bentuk kewenangan atau otoritas yang muncul dari kelompok yang
memiliki legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan. Dengan kata lain, kebijakan
publik dianggap sebagai hasil dari proses otoritatif yang dijalankan oleh pihak yang

berwenang.
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Beragam definisi yang dikemukakan para ahli menunjukkan bahwa konsep
kebijakan publik terus berkembang dan saling melengkapi. Secara sederhana,
kebijakan publik dapat dipahami sebagai setiap keputusan yang dibuat negara untuk
mencapai tujuan tertentu. Dari sudut pandang ini, kebijakan publik berfungsi sebagai
alat untuk mewujudkan tujuan pembangunan melalui implementasi kebijakan formal
dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Produk hukum tersebut bersifat
dinamis, antisipatif, dan memberi ruang bagi inovasi karena terus menyesuaikan diri

dengan tuntutan pembangunan masyarakat dan negara.

1.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep yang luas dan kompleks karena
melibatkan berbagai sudut pandang dari para ahli yang menafsirkannya berdasarkan
perspektif masing-masing. Secara umum, kebijakan publik dapat dipahami sebagai
rangkaian tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah atau kelompok tertentu untuk
mencapai tujuan masyarakat. Kebijakan ini menjelaskan bagaimana pemerintah atau
para aktor yang terlibat dalam proses pemerintahan merespons persoalan sosial,
ekonomi, dan politik yang muncul dalam lingkungan mereka Dwidjowijoto dalam
Anisya (2024).

Selanjutnya, menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Anisya
(2024), kebijakan publik dipandang sebagai program yang dirancang dengan
mempertimbangkan tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Penekanan utamanya adalah
bahwa kebijakan bukanlah keputusan spontan, melainkan program yang dirancang
dengan matang serta mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat maupun
pemerintah dalam pelaksanaannya.

Kemudian, menurut David Easton dalam Anisya (2024), kebijakan publik
merupakan hasil dari aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan fungsi
dan kewenangannya. Dalam pandangan ini, kebijakan mencakup semua tindakan dan
keputusan pemerintah yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat, sehingga
kebijakan publik dipahami tidak hanya sebagai rencana atau program, tetapi juga

sebagai konsekuensi dari tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah.
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Berikutnya, menurut Carl 1. Friederich dalam Anisya (2024), kebijakan publik
adalah rangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu yang penuh dengan peluang dan ancaman. Perspektif
ini menekankan bahwa kebijakan lahir untuk menghadapi dinamika sosial, ekonomi,
dan politik, sehingga dirancang untuk memanfaatkan potensi yang ada sekaligus
mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan tertentu Adianto & Maryani dalam
Anisya (2024).

Sementara itu, menurut James Anderson dalam Anisya (2024), kebijakan publik
dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar dan direncanakan oleh satu
atau lebih aktor kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap penting.
Anderson juga menyoroti bahwa kebijakan publik bersifat relatif stabil dan tidak
berubah drastis dalam waktu singkat, karena biasanya memerlukan waktu
implementasi yang cukup panjang, seperti kebijakan penanganan kriminalitas melalui
peningkatan petugas keamanan atau program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.

Secara keseluruhan, pandangan para ahli tersebut menunjukkan bahwa
kebijakan publik merupakan tindakan yang terencana, berorientasi pada tujuan
tertentu, dipengaruhi oleh lingkungan, dilaksanakan oleh aktor yang berwenang, serta

menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

1.2 Implementasi Kebijakan
1.2.1 Implementasi

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris to
implement yang dalam Kamus Webster, sebagaimana dikutip Wahab dalam Akib
(2010), dimaknai sebagai tindakan “to provide the means for carrying out” atau
menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, serta “to give practical effect t0”
yaitu memberikan dampak atau efek nyata terhadap sesuatu. Dengan demikian,
implementasi dipahami sebagai upaya menyediakan perangkat, mekanisme, dan
tindakan nyata yang memungkinkan sebuah keputusan, aturan, atau kebijakan dapat

berjalan sebagaimana mestinya. Implementasi bukan hanya proses menjalankan
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perintah secara prosedural, tetapi juga rangkaian kegiatan yang harus menimbulkan
perubahan dan dampak sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks
pemerintahan, implementasi berarti menghadirkan sarana, kapasitas, serta tindakan
administratif untuk memastikan amanat undang- undang, peraturan pemerintah,
keputusan peradilan, maupun kebijakan daerah dapat diterjemahkan menjadi
pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, pengertian implementasi juga diperjelas oleh Van Meter dan Van
Horn dalam Akib (2010) yang memandang implementasi sebagai tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh individu, aparat pemerintah, kelompok organisasi, maupun aktor
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam
keputusan kebijakan. Implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh
sejumlah variabel seperti kejelasan standar dan tujuan kebijakan, kecukupan sumber
daya, komunikasi antarorganisasi pelaksana, karakteristik pelaksana, serta kondisi
sosial, ekonomi, dan politik yang menyertai proses pelaksanaan. Pandangan ini
menegaskan bahwa implementasi merupakan proses yang kompleks dan multitahap,
sehingga keberhasilannya memerlukan keselarasan antara aturan yang jelas, kapasitas
pelaksana yang memadai, koordinasi kelembagaan yang kuat, serta dukungan
lingkungan sosial yang kondusif. Dalam praktiknya, seringkali lembaga pelaksana
menghadapi situasi kebingungan tugas karena mandat undang-undang tidak dirinci
secara operasional, sehingga pelaksana kesulitan menentukan tindakan yang tepat.
Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya bergantung pada adanya
peraturan, tetapi terutama pada bagaimana pelaksana menafsirkan dan
mengoperasionalkan aturan tersebut dalam realitas lapangan.

Lebih lanjut, Mazmanian dan Sabatier dalam Akib (2010) mendefinisikan
implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang umumnya
berbentuk undang-undang, namun dapat pula berupa keputusan eksekutif maupun
putusan lembaga peradilan yang bersifat mengikat. Implementasi dipahami sebagai
proses yang berlangsung dalam rentang waktu panjang, dimulai sejak pengesahan
regulasi, pembuatan pedoman pelaksanaan, penyusunan program teknis,

pengalokasian sumber daya, hingga proses monitoring dan evaluasi untuk
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memperbaiki kebijakan tersebut. Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa
keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan kebijakan, struktur
pelaksana, mekanisme pengawasan, serta kemauan politik dari pihak yang memiliki
kewenangan. Dengan demikian, implementasi tidak hanya dimaknai sebagai
pelaksanaan teknis, tetapi juga proses politik-administratif yang memadukan aturan
formal dengan dinamika sosial yang mengiringinya.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi
merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik karena menentukan sejauh
mana suatu kebijakan mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Implementasi menuntut kejelasan standar kebijakan, kesiapan sumber daya, kapasitas
pelaksana, serta dukungan lingkungan sosial untuk memastikan bahwa peraturan

dapat dijalankan secara efektif.

1.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya dipahami sebagai suatu proses yang
muncul setelah tujuan dan sasaran kebijakan ditetapkan, program telah dirumuskan,
serta sumber daya disiapkan untuk dilaksanakan. Grindle dalam Kaendung (2021)
menjelaskan bahwa implementasi merupakan rangkaian kegiatan administratif yang
mulai dijalankan ketika perangkat kebijakan telah tersedia dan diarahkan untuk
mencapai hasil tertentu. Dalam pandangannya, implementasi tidak sekadar menjadi
tahap lanjutan setelah kebijakan diputuskan, tetapi merupakan proses krusial yang
menentukan apakah kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam praktik melalui
tindakan nyata. Proses ini juga membawa konsekuensi bahwa keberhasilan
implementasi tidak hanya bergantung pada isi kebijakannya, tetapi juga pada konteks
pelaksanaan yang melingkupinya.

Pemahaman mengenai implementasi kebijakan kemudian diperdalam oleh
Grindle dan Quade dalam Anisya (2024) yang menekankan pentingnya melihat
hubungan antara tiga unsur utama, yaitu kebijakan itu sendiri, organisasi pelaksana,

serta lingkungan kebijakan. Menurut keduanya, keberhasilan implementasi akan
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sangat ditentukan oleh sejauh mana ketiga unsur tersebut dapat bekerja secara
sinergis. Kebijakan yang dirancang dengan baik tetap dapat mengalami hambatan
apabila organisasi pelaksana tidak memiliki kapasitas yang memadai, atau jika
lingkungan sosial, politik, dan budaya tidak mendukung pelaksanaan kebijakan.
Karena itu, implementasi kebijakan menuntut pemahaman menyeluruh terhadap
keterkaitan antara substansi kebijakan, kemampuan aparatur, dan dinamika
lingkungan yang bersifat positif maupun neatif bagi pelaksanaan kebijakan.

Ripley dan Franklin dalam Keandung (2021) memberikan sudut pandang lain
dengan menekankan tiga indikator yang menentukan keberhasilan implementasi,
yakni tingkat kepatuhan pelaksana terhadap aturan, kelancaran proses pelaksanaan,
serta tercapainya hasil atau dampak yang diharapkan. Melalui pendekatan ini,
implementasi dilihat sebagai proses yang harus dijalankan secara konsisten oleh
birokrasi, bebas dari hambatan yang mengganggu rutinitas, serta mampu memberikan
manfaat nyata kepada kelompok sasaran kebijakan. Implementasi dengan demikian
bukan hanya soal menjalankan aturan, tetapi mencerminkan kualitas hubungan antara
pelaksana, prosedur administratif, dan dampak kebijakan yang dihasilkan.

Pandangan lain dikemukakan oleh Goggin dalam Anisya (2024) yang
memandang implementasi sebagai proses penyampaian pesan kebijakan dari tingkat
otoritas yang lebih tinggi ke tingkat pelaksana yang lebih rendah. Keberhasilan
transfer informasi ini bergantung pada legitimasi kebijakan, kapasitas organisasi
pelaksana, serta kemampuan pemerintah pusat maupun daerah memberikan dorongan
terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam kerangka ini, kebijakan dapat mengalami
kegagalan bukan semata karena substansi kebijakannya, melainkan akibat pesan
kebijakan tidak dipahami secara utuh oleh pelaksana atau terjadi hambatan dalam
proses komunikasi antartingkat pemerintahan.

Korten dan Syahrir dalam Anisya (2024) menambahkan bahwa efektivitas
implementasi bergantung pada adanya kesesuaian antara program kebijakan,
kemampuan organisasi pelaksana, dan Karakteristik kelompok sasaran.
Ketidakselarasan antara ketiga unsur tersebut dapat menyebabkan implementasi tidak

berjalan optimal. Dengan demikian, implementasi kebijakan menuntut adanya
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stabilitas hubungan antara kebutuhan masyarakat, desain program kebijakan, serta
kapasitas organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan.

Selanjutnya, penulis menggunakan teori Van Meter dan VVan Horn dalam Akib
(2010) dan Keandung (2021) untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam
implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 terhadap fasilitas
pejalan kaki di Kota Medan, penulis menggunakan teori ini karena model
implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn mampu menjelaskan secara
komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
implementasi kebijakan melalui enam variabel yang saling berkaitan. Teori ini
memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses kompleks yang tidak hanya
bergantung pada substansi kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber daya,
karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, serta kondisi
lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang melingkupi pelaksanaan kebijakan.
Oleh karena itu, teori Van Meter dan Van Horn dinilai relevan untuk digunakan
dalam penelitian ini karena dapat membantu penulis menganalisis berbagai
permasalahan implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan. Adapula
penjelasan dalam 6 variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan tujuan kebijakan

Variabel ini berkaitan dengan kejelasan standar, sasaran, serta tujuan yang
ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan
sangat penting agar para pelaksana memahami arah kebijakan dan target yang

harus diwujudkan. Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9

Tahun 2016, ukuran dan tujuan kebijakan terkait penyediaan fasilitas pejalan

kaki menjadi dasar dalam menentukan bentuk, fungsi, dan kualitas fasilitas

yang harus disediakan. Ketidakjelasan atau ketidaktegasan tujuan kebijakan
dapat menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan maksud yang
telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

2. Sumber daya kebijakan

Sumber daya kebijakan mencakup sumber daya manusia, anggaran,

kewenangan, informasi, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan
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kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa kebijakan yang telah
dirumuskan dengan baik tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal
apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam implementasi
kebijakan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan, keterbatasan anggaran,
kurangnya tenaga teknis yang kompeten, serta minimnya fasilitas pendukung
dapat menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan kebijakan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
3. Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan struktur birokrasi,
pembagian tugas, kewenangan, serta kapasitas kelembagaan instansi yang
bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Organisasi pelaksana yang
memiliki struktur yang jelas dan koordinasi yang baik akan lebih mampu
melaksanakan kebijakan secara efektif. Dalam implementasi Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, karakteristik organisasi pelaksana menjadi
faktor penting karena keberhasilan penyediaan fasilitas pejalan kaki sangat
bergantung pada kemampuan dan sinergi antarinstansi terkait di lingkungan
Pemerintah Kota Medan.
4. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan

Komunikasi antarorganisasi berkaitan dengan proses penyampaian
informasi, koordinasi, serta kerja sama antara instansi-instansi yang terlibat
dalam implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa
komunikasi yang baik akan mengurangi kesalahpahaman dan memastikan
bahwa setiap pelaksana memahami peran serta tanggung jawabnya. Dalam
implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki, lemahnya komunikasi dan
koordinasi antarinstansi dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan
maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
5. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan

Disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, komitmen, pemahaman, serta
kemauan aparatur dalam melaksanakan kebijakan. VVan Meter dan Van Horn

menyatakan bahwa pelaksana kebijakan yang memiliki sikap positif dan
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komitmen yang tinggi akan lebih berupaya menjalankan kebijakan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Peraturan Daerah Kota

Medan Nomor 9 Tahun 2016, sikap pelaksana sangat mempengaruhi

konsistensi pelaksanaan kebijakan fasilitas pejalan kaki di lapangan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Lingkungan ini mencakup kondisi sosial masyarakat, situasi ekonomi, serta
dinamika politik yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa lingkungan eksternal dapat

memberikan dukungan maupun hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan, faktor

lingkungan seperti tingkat kesadaran masyarakat, kepentingan ekonomi, serta

dukungan politik pemerintah daerah turut mempengaruhi efektivitas

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 .

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, implementasi kebijakan dapat
dipahami sebagai suatu proses kompleks yang tidak hanya menekankan pelaksanaan
perintah, tetapi juga melibatkan interaksi antara substansi kebijakan, kapasitas
organisasi, perilaku pelaksana, serta kondisi lingkungan eksternal. Implementasi
menjadi tahap yang sangat menentukan apakah kebijakan mampu diubah menjadi
serangkaian tindakan yang memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan.

3.1 Fasilitas Pejalan Kaki

Pejalan kaki merupakan individu maupun kelompok yang melakukan aktivitas
berjalan kaki dalam ruang lalu lintas jalan dan menjadi bagian penting dari sistem
pergerakan manusia di lingkungan perkotaan. Dalam perspektif transportasi, aktivitas
berjalan kaki bukan hanya sekadar kegiatan fisik, tetapi juga moda perjalanan dasar
yang selalu hadir pada tahap awal dan akhir mobilitas seseorang. Karena itu, pejalan
kaki memiliki hak untuk memperoleh fasilitas lintasan yang aman, nyaman, dan layak

sebagai bagian dari pelayanan transportasi publik yang terpadu.
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Istilah pejalan kaki sering disamakan dengan pedestrian, yang secara
etimologis berasal dari bahasa Yunani dan merujuk pada individu yang bergerak
dengan berjalan di ruang jalan; secara harfiah berarti “person walking in the street”.
Aktivitas berjalan kaki umumnya dilakukan untuk perpindahan jarak dekat tanpa
menggunakan alat transportasi lain, sehingga keberadaan fasilitas yang mendukung
pergerakannya sangat menentukan keselamatan dan kenyamanan pengguna.

Secara normatif, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.43/AJ.007/DRJD/97 menegaskan bahwa pejalan kaki adalah orang yang
melakukan aktivitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna jalan,
dengan kewajiban menggunakan area yang telah disediakan seperti trotoar, jalur
khusus pejalan kaki, atau bagian kiri badan jalan ketika fasilitas khusus tersebut tidak
tersedia. Dalam praktiknya, pejalan kaki menunjukkan keragaman Kkarakteristik,
terutama ketika menyeberangi jalan. Kelompok penyeberang dengan kebutuhan
khusus antara lain penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik dan
memerlukan fasilitas yang lebih aksesibel; anak-anak usia 0-12 tahun yang secara
statistik lebih rentan mengalami kecelakaan; serta kelompok usia lanjut yang
cenderung menghadapi risiko lebih tinggi karena penurunan kondisi fisik dan
kebutuhan waktu menyeberang yang lebih lama. Variasi karakteristik ini menegaskan
bahwa desain fasilitas pejalan kaki harus memperhatikan perbedaan kondisi pengguna
agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan.

Selain keragaman pengguna, aktivitas pejalan kaki juga dapat dijelaskan
melalui parameter teknis sebagaimana dikemukakan oleh Sandy et al (2023). Mereka
menjelaskan bahwa perilaku pejalan kaki dapat dianalisis melalui tiga variabel utama,
yaitu volume pejalan kaki yang dihitung dalam satuan orang per menit per meter,
kecepatan berjalan atau menyeberang dalam satuan meter per menit, serta tingkat
kepadatan pejalan kaki dalam meter persegi. Ketiga indikator ini membantu
memahami pola pergerakan pejalan kaki dan menjadi dasar dalam perencanaan
fasilitas yang sesuai dengan kapasitas pelayanan. Dengan demikian, pejalan kaki
tidak hanya dipahami sebagai individu yang berjalan di ruang publik, tetapi juga

sebagai bagian dari sistem transportasi yang memerlukan pengaturan, perlindungan,
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dan penyediaan prasarana yang tepat agar aktivitas mobilitas manusia berlangsung
aman dan efektif.

Adapun Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 88 tentang rangka pembinaan
terhadap pemakai jalan, daerah merencanakan, membangun, memlihara fasilitas
pejalan kaki yang meliputi:

a. Trotoar

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 76/KPTS/Db/1999
tanggal 20 Desember 1999, trotoar diartikan sebagai bagian dari ruas jalan
yang secara khusus disediakan bagi pejalan kaki, berada dalam area manfaat
jalan, dilapisi permukaan dengan ketinggian lebih tinggi dari badan jalan,
serta umumnya dibuat sejajar dengan arus kendaraan. Sementara itu, Kamus
Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan trotoar sebagai tepian jalan utama
yang posisinya sedikit lebih tinggi dan berfungsi sebagai area bagi orang
berjalan kaki.

Menurut Wibowo Gunawan (1988) dalam Supriyana (2021), trotoar
adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi aktivitas berjalan kaki, yang
biasanya ditempatkan sejajar dengan jalur kendaraan dan harus dipisahkan
dari arus lalu lintas melalui pembatas fisik. Definisi ini menegaskan bahwa
trotoar berada berdampingan dengan jalan raya, namun keduanya harus
dipisahkan oleh elemen khusus guna memastikan keselamatan pejalan kaki,
sehingga kendaraan tidak memasuki area trotoar yang dapat membahayakan
pengguna jalan tersebut.

Iswanto (2006) juga mengemukakan bahwa trotoar merupakan ruang bagi
pejalan kaki untuk melakukan berbagai aktivitas, sekaligus menyediakan
pelayanan yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi
mereka. Selain itu, bila berfungsi sebagai ruang publik, trotoar juga dapat
menjadi sarana interaksi sosial antar warga.

Berdasarkan seluruh pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa trotoar

adalah jalur khusus pejalan kaki yang berada di tepi jalan, memiliki
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ketinggian tertentu, serta dipisahkan dari jalur kendaraan melalui struktur
fisik. Oleh karena itu, segala bentuk bangunan atau aktivitas yang tidak sesuai
dengan fungsi utama trotoar tidak seharusnya berada di area tersebut.

b. Jembatan penyebrangan dan tempat-tempat penyebrangan;

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan dan jembatan
merupakan bagian penting dari sistem transportasi nasional yang memiliki
peranan signifikan dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, serta
lingkungan. Infrastruktur tersebut dikembangkan melalui pendekatan
pengembangan wilayah guna menciptakan pemerataan dan keseimbangan
pembangunan antar daerah. Secara umum, jembatan adalah struktur yang
dibangun untuk menghubungkan dua ruas jalan yang terputus oleh berbagai
hambatan seperti lembah, sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalur kereta api,
maupun jalan raya yang melintang tidak sebidang.

Menurut Struyk, Van der Veen, dan Soemargono (1995) dalam Purwanto
dkk (2018), jembatan merupakan bangunan yang berfungsi meneruskan jalur
jalan melewati rintangan yang berada lebih rendah, biasanya berupa badan air
atau jalur lalu lintas lainnya. Karena termasuk konstruksi besar, perubahan
pada jembatan tidak dapat dilakukan dengan mudah, memerlukan biaya yang
tinggi, dan dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas selama proses
pengerjaan. Jembatan umumnya dirancang dengan umur layanan hingga 100
tahun untuk tipe jembatan besar, dan minimal 50 tahun untuk jembatan biasa.
Oleh sebab itu, selain kekuatan struktur dan kemampuan menahan beban lalu
lintas, aspek pemeliharaan jembatan secara berkala menjadi hal yang sangat
penting.

c. Tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.

Tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan merupakan
prasarana transportasi yang secara fungsional disediakan untuk memfasilitasi
aktivitas penumpang dalam menunggu angkutan umum sekaligus menjadi
lokasi resmi bagi kendaraan untuk berhenti menaikkan dan menurunkan

penumpang, yang menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996)
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diklasifikasikan sebagai Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang
Umum (TPKPU) vyang terdiri atas halte sebagai tempat henti dengan
perlindungan berupa bangunan dan tempat pemberhentian bus atau bus stop
sebagai titik henti tanpa perlindungan, di mana halte dijelaskan sebagai sarana
yang dilengkapi identitas, rambu, informasi rute, penerangan, tempat duduk,
serta fasilitas pendukung lain agar proses menaikkan dan menurunkan
penumpang berlangsung aman dan tertib, sedangkan bus stop berfungsi
sebagai titik henti dasar tanpa bangunan namun tetap mengikuti ketentuan tata
letak seperti jarak minimal dari persimpangan dan kedekatan dengan fasilitas
penyeberangan, sehingga secara keseluruhan keberadaan tempat menunggu
dan/atau pemberhentian kendaraan memainkan peran strategis dalam menjaga
kelancaran arus lalu lintas, mendisiplinkan perilaku angkutan umum, serta
meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efektivitas pelayanan
transportasi publik di kawasan perkotaan.

Fasilitas bagi pejalan kaki pada dasarnya disediakan sebagai upaya untuk
menjamin keamanan pengguna jalan yang berjalan kaki serta menghindari terjadinya
hambatan, baik bagi pergerakan pejalan kaki maupun arus lalu lintas kendaraan,
karena tanpa jalur khusus pejalan kaki cenderung menggunakan badan jalan.
Keberadaan fasilitas ini sangat dibutuhkan terutama di kawasan perkotaan dengan
jumlah penduduk yang besar, pada ruas jalan yang dilalui angkutan umum dengan
trayek tetap, serta pada area yang memiliki aktivitas tinggi seperti pasar, pusat
perdagangan, atau area komersial. Selain itu, fasilitas pejalan kaki menjadi penting di
lokasi dengan intensitas penggunaan yang tinggi dalam waktu singkat, misalnya di
terminal bus, sekolah, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga. Pada
kondisi tertentu, tingginya arus pejalan kaki dapat menurunkan kapasitas jalan untuk
kendaraan, sehingga diperlukan penyediaan trotoar agar mobilitas pejalan kaki tetap
aman, teratur, dan nyaman. Trotoar dapat dikenali berdasarkan beberapa indikator
seperti volume pejalan kaki, tingkat kecelakaan, serta adanya kebutuhan dari

masyarakat sebagaimana dijelaskan Abu Bakar (1995:20).



BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang pada
dasarnya merupakan proses mengolah data menjadi informasi yang dapat
disampaikan secara jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh pihak lain yang tidak
terlibat langsung dalam pengalaman penelitian tersebut. Dengan demikian, penelitian
deskriptif kualitatif dapat dipahami sebagai suatu pendekatan ilmiah yang berfokus
pada perilaku, fenomena, peristiwa, persoalan, atau kondisi tertentu yang menjadi
objek kajian, di mana hasil akhirnya disajikan dalam bentuk narasi yang bermakna
guna memberikan pemahaman mendalam terhadap subjek penelitian.

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode
yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek
dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Selain itu, Sugiyono
menegaskan bahwa pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis dan
memaparkan data sebagaimana adanya tanpa manipulasi atau perhitungan statistik.
Dengan demikian, landasan teori tersebut semakin menegaskan bahwa metode
penelitian deskriptif kualitatif tepat digunakan untuk menghasilkan gambaran yang

utuh dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 9 Tahun 2016 terhadap fasilitas pejalan kaki, peneliti menggunakan Teori
Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis sejauh mana
kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Kerangka konsep ini digunakan untuk
menggambarkan hubungan antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah

dengan kondisi fasilitas pejalan kaki sebagai objek implementasi kebijakan.

22



Tabel Kerangka Konsep 3.1

IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2016

A

Penyediaan dan pemanfaatan
fasilitas pejalan kaki sesuai
ketentuan Perda No 9 Tahun 2016

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan
pemahaman terhadap konsep-konsep utama yang digunakan, sehingga memudahkan
peneliti dalam mengkaji implementasi Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor
9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam
penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan. Definisi konsep disusun berdasarkan

model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam

variabel utama, yaitu :

1. Standar dan tujuan kebijakan dalam penelitian ini dimaknai sebagai
kejelasan standar, sasaran, dan tujuan penyediaan fasilitas pejalan kaki
sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor

9 Tahun 2016, yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam

menjalankan tugasnya.

Variabel Implementasi
Kebijakan :

1.

Standar dan Tujuan
Kebijakan

Sumber Daya
(Anggaran, SDM,
Sarana Teknis)
Karakteristik
Pelaksana (Struktur,
SOP, Kewenangan)
Komunikasi Antar
Organisasi Pelaksana
Sikap/Disposisi
Pelaksana

Kondisi Lingkungan
(Sosial, Ekonomi,
Budaya, Poloitik)
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2. Sumber daya kebijakan dalam penelitian ini diartikan sebagai
ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, serta sarana
dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung
pelaksanaan kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana dalam penelitian ini dimaknai sebagai
kondisi kelembagaan instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan,
meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, dan kemampuan
koordinasi antarinstansi dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki.

4. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan dalam penelitian
ini diartikan sebagai proses penyampaian informasi, koordinasi, dan kerja
sama antarinstansi yang terlibat dalam implementasi Pasal 88 Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016.

5. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam penelitian ini dimaknai
sebagai sikap, komitmen, dan tingkat pemahaman aparatur pemerintah
dalam melaksanakan kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam penelitian ini diartikan
sebagai kondisi eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan,
meliputi kondisi masyarakat, kepentingan ekonomi, serta dukungan

politik terhadap penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah salah satu cara untuk mengelompokkan indikator
penelitian berdasarkan teori tertentu agar fokus analisis dapat ditentukan dengan jelas.
Kategorisasi ini berfungsi untuk memberikan arah dalam proses pengumpulan dan
analisis data sehingga penelitian dapat berjalan secara sistematis sesuai landasan teori

yang digunakan.
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Kategorisasi dalam penelitian ini mengacu pada model implementasi

kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), sehingga kategori penelitian yang

menjadi fokus pembahasan adalah sebagai berikut:

1.

Standar dan Tujuan Kebijakan, yaitu kejelasan aturan dan arah kebijakan
mengenai fasilitas pejalan kaki sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 88.

Sumber Daya, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan
prasarana pendukung implementasi kebijakan fasilitas pejalan kaki.
Karakteristik Pelaksana Kebijakan, yaitu struktur, tugas, fungsi, dan kapasitas
institusi pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana, yaitu koordinasi antara instansi
terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, dan
pihak pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan.

Sikap atau Disposisi Pelaksana, yaitu kemauan, komitmen, dan tingkat
penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.
Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, yaitu faktor masyarakat,
budaya, perilaku pengguna jalan, serta dinamika lingkungan yang dapat

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

3.5 Narasumber

Narasumber adalah individu yang memberikan informasi kepada peneliti dan

dianggap mengetahui atau berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan

fasilitas pejalan kaki sesuai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016
Pasal 88.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat

diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.

Oleh karena itu, narasumber dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu sebagai
berikut:

1.

Nama : Dimas W Dwikatama Putra
Jabatan . Staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan



Alamat - JI. Air Bersih

Jenis Kelamin - Laki-Laki

Nama - Julius Stevanus Simamarta, A.Md. Tra
Jabatan : Staff Transportasi Darat

Alamat : JI. Rela Gg. Danau Taba

Jenis Kelamin - Laki-Laki

Nama : Sofia Idris., S.Ars

Jabatan : Teknisi Sarana dan Prasarana

Alamat :JI. M Nawi Harahap Blok I No. 18
Jenis Kelamin : Perempuan

Nama : Syafa Khairiah Lubis

Jabatan : Masyarakat Pengguna Fasilitas Pejalan Kaki
Alamat : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian prosedur sistematis yang
digunakan untuk memperoleh informasi atau fakta dari berbagai sumber guna
mendukung proses penelitian. Menurut Sugiyono (2013), teknik pengumpulan data
menjadi langkah paling strategis dalam penelitian, karena kualitas data yang
diperoleh sangat menentukan akurasi hasil analisis. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data
sekunder:

a. Data primer diperoleh melalui pengumpulan informasi secara langsung
dari narasumber di lapangan, sehingga data yang didapat mencerminkan
kondisi nyata saat penelitian dilakukan. Teknik ini mencakup kegiatan
observasi, yakni pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk
memeriksa kondisi fisik, perilaku pengguna, serta situasi lingkungan yang
relevan. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan wawancara, yaitu tanya

jawab secara langsung dengan pihak terkait seperti pengguna fasilitas,
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pengemudi, masyarakat, maupun pemangku kebijakan untuk mendapatkan
informasi mendalam yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan saja.
Data sekunder dilakukan melalui analisis dokumen, yaitu pengumpulan
dan penelaahan data yang berasal dari sumber tertulis seperti laporan,
artikel ilmiah, publikasi resmi pemerintah, peraturan daerah, maupun
dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dokumen
bertujuan memahami isu yang dikaji secara lebih komprehensif,
menelusuri pola atau tren yang terdapat dalam data tertulis, serta
mengidentifikasi informasi pendukung yang dapat memperkuat temuan
lapangan. Dengan mengombinasikan data primer dan sekunder, penelitian
ini memperoleh data yang lebih lengkap, mendalam, dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan sejak

pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga proses analisis berlangsung

secara terus menerus selama penelitian. Model analisis ini terdiri dari tiga tahapan,

yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction) adalah proses pemilahan, pemusatan

perhatian, penyederhanaan, serta pengorganisasian data yang telah diperoleh
dari lapangan. Data yang tidak relevan akan dieliminasi, sedangkan data yang
berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9
Tahun 2016 Pasal 88 mengenai fasilitas pejalan kaki akan dipertahankan dan
dikategorikan sesuai indikator penelitian.

Penyajian Data (Data Display) dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang
sistematis berdasarkan fokus penelitian. Tahap ini bertujuan agar data yang

telah direduksi dapat dipahami, dianalisis, dan disusun secara terstruktur
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sehingga memudahkan peneliti dalam melihat hubungan antar temuan
penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) dilakukan dengan
menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan
masalah penelitian. Kesimpulan ini dapat berkembang sepanjang penelitian
dan akan diverifikasi kembali dengan data lapangan agar hasil penelitian
memiliki validitas dan kredibilitas yang kuat.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari
dan mengumpulkakan data yang berguna dalam penelitian. Penelitian ini
dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Medan, JI. Pinang Baris No. 114 A, Medan,
Sumatera Utara. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan januari 2026-febuari
2026.

Gambar 3.2 Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan

Sumber : Penulis, 2026.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis memaparkan deskripsi data yang diperoleh selama
pelaksanaan penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian,
penulis melakukan pengumpulan data yang sesuai focus penelitian, kemudian
dilanjutkan dengan wawancara terhadap empat informan yang memiliki keterkaitan

langsung dengan objek penelitian yaitu :

Tabel 1 Nama Informan

No Nama Jabatan Jenis
Kelamin
1. Dimas W Dwikatama Putra Staff Bidang Lalu Lintas Laki-Laki

dan Angkutan
2. Julius Stevanus Simarmata, Staff Transportasi Darat Laki-Laki
A.Md.Tra
3. Sofia Idris., S.Ars Teknisi Sarana dan Perempuan
Prasarana
4.  Syafa Khairiah Lubis Masyarakat Pejalan Perempuan
Kaki

Sumber : Penulis,2026.
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Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026 di jalan Pinang Bares,
Lalang, Kec. Medan Sunggal No. 114 A, Kota Medan, Sumatera Utara 20127, pada
tanggal 14 Maret 2026 di jalan Manggis No.20, Silalas, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara 20236. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban
dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh
data-data yang mendukung penelitian ini.

Data-data tersebut merupakan pernyataan dari narasumber mengenai
permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang
diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada
bab ini.

Berikut ini adalah penyajian data-data hasil wawancara yang
disesuaikan:dengan permasalahan didalam penelitian, guna menjawab fenomena yang

telah diteliti. adapun hasil penelitiannya sebegai berikut:

4.1.1 Adanya Faktor Standar dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 12
Maret 2026 dengan Bapak Dimas W Dwikatama Putra selaku Staff Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9
Tahun 2016, khususnya Pasal 88 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh
keterangan sebagai berikut:

“Untuk kondisi eksisting saat ini, fasilitas pejalan kaki di sepanjang Jalan
Gatot Subroto sudah mengalami beberapa perbaikan di titik-titik tertentu.
Bahkan di sekitar kawasan setelah Simpang, tepatnya di area Carrefour, lebar
trotoarnya sudah di atas 3 meter sehingga sudah layak. Namun, di beberapa
titik seperti Simpang Sei Kambing, fasilitas pejalan kaki masih belum tersedia
secara memadai. Ke depan, akan ada pembangunan jalur BRT yang juga
mencakup fasilitas pejalan kaki dan penerangan jalan, dan saat ini masih
dalam tahap proses.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026

dengan Bapak Julius Stevanus Simarmata, A.Md. Tra selaku Staff Transportasi Darat

terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, khususnya
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Pasal 88 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai
berikut:

“Kalau menurut saya, targetnya itu masih termasuk realistis ya. Karena kita
lihat sekarang, fasilitas-fasilitas pejalan kaki itu memang lagi menjadi
prioritas utama dari Pak Wali. Pak Wali juga sudah menyampaikan kalau
fasilitas pejalan kaki seperti pelican crossing, zebra cross, maupun trotoar itu
akan diperbaiki dan menjadi pembenahan di tahun ini. Jadi menurut saya,
target kebijakan tersebut masih realistis untuk dicapai.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan Ibu Sofia Idris., S.Ars selaku Staff Teknisi Sarana dan Prasarana terkait
implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, khususnya Pasal
88 tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk saat ini, khususnya di wilayah Jalan Gatot Subroto, fasilitas
pejalan kaki itu sebenarnya sudah cukup tersedia, karena itu termasuk jalan
arteri. Jadi di kanan dan kiri jalan sudah ada fasilitas pejalan kaki, bahkan
dibandingkan dengan jalan lain, itu sudah lebih lengkap. Untuk standarnya
juga sudah sesuai, bahkan di sekitar Carrefour sampai ke arah Manhattan
lebarnya sudah sekitar 3 meter, lebih dari standar minimal. Selain itu, di
dalam trotoar juga sudah ada jalur kuning untuk tunanetra. Tapi memang
kalau masuk ke jalan kecil, fasilitasnya masih kurang. Kalau untuk target
kebijakan, menurut saya masih realistis.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu 14 Maret 2026
dengan Kak Syafa Khairiah Lubis selaku masyarakat pejalan kaki terkait kondisi
fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan, diperoleh
keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya, tujuan penyediaan fasilitas pejalan kaki sebenarnya sudah
jelas untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, serta
mendorong orang berjalan kaki. Tapi di lapangan belum sepenuhnya
dirasakan karena masih ada penyalahgunaan trotoar dan fasilitas yang belum
tertata dengan baik. Walaupun sudah ada aturan, pelanggaran seperti parkir di
trotoar masih sering terjadi. Selain itu, kondisi fasilitas juga belum
sepenuhnya sesuai tujuan, karena zebra cross belum merata atau kurang
terlihat, dan akses ke halte juga belum nyaman.”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan, dapat disimpulkan
bahwa standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota

Medan Nomor 9 Tahun 2016 pada dasarnya telah dipahami dan dinilai realistis untuk



32

dicapai. Hal ini terlihat dari adanya upaya pemerintah dalam menyediakan dan
memperbaiki fasilitas pejalan kaki di beberapa titik, khususnya pada jalan-jalan
utama. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum merata di seluruh
wilayah dan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan
fasilitas pada jalan tertentu, kurangnya penataan yang terintegrasi, serta masih adanya
penyalahgunaan trotoar oleh masyarakat. Dengan demikian, meskipun tujuan
kebijakan telah jelas dan realistis, implementasinya masih belum optimal dan
memerlukan upaya lanjutan agar dapat berjalan secara merata dan sesuai dengan

peruntukannya.

4.1.2 Adanya Faktor Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 12 Maret 2026
dengan Bapak Dimas W Dwikatama Putra selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016
mengenai penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Terkait anggaran untuk pembangunan fasilitas pejalan kaki di Jalan Gatot
Subroto, sumber dananya berasal dari World Bank karena termasuk dalam
paket pembangunan jalur BRT. Jadi tidak menggunakan PAD. Untuk
pelaksanaannya sendiri berada di Dinas Pekerjaan Umum, termasuk
pengelolaan anggarannya. Sementara kami lebih berperan dalam penyusunan
regulasi dan standar, sehingga untuk informasi yang lebih rinci terkait
anggaran bisa langsung ditanyakan ke pihak PU. Jadi terkait itu untuk di Jalan
Gatot Subroto memang didanai oleh World Bank, di mana pekerjaannya
diawasi langsung oleh Kementerian Perhubungan. Namun untuk pedestrian
apabila dianggarkan melalui PAD atau APBD Kota Medan, maka yang
melaksanakan dan mengawasi biasanya dari Dinas PU. Untuk dananya sendiri
bersifat sekali, bukan berkelanjutan, dan untuk biaya maintenance ke
depannya akan kembali menjadi tanggung jawab daerah atau dihibahkan
kepada pemerintah daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan Bapak Julius Stevanus Simarmata, A.Md. Tra selaku Staff Transportasi Darat
terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang

penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:
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“Kalau untuk kondisi ketersediaan anggaran, karena saat ini kita juga sedang
melakukan efisiensi, jadi anggarannya tidak sebanyak yang direncanakan
sebelumnya. Untuk pelaksanaannya dilakukan oleh pihak Kketiga atau
kontraktor, sementara kami hanya sebagai pengawas. Dari sisi kompetensi,
kami sudah memahami standar yang diperlukan karena latar belakang
pendidikan yang sesuai. Namun kendalanya biasanya dari pihak kontraktor,
kadang mereka tidak mengikuti arahan. Jadi kita harus minta perbaikan,
bahkan sampai diganti agar sesuai dengan standar yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan lbu Sofia Idris., S.Ars selaku Staff Teknisi Sarana dan Prasarana terkait
implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk ketersediaan anggaran, saat ini memang belum menyeluruh, jadi
masih difokuskan ke jalan-jalan besar saja. Untuk jumlah dan kompetensi
sumber daya manusia itu menyesuaikan dengan anggaran, jadi kalau
anggarannya terbatas, jumlah pelaksananya juga terbatas. Untuk kendala
biasanya di administrasi seperti perizinan, misalnya harus izin ke PU, jadi
prosesnya cukup lama. Selain itu, setiap rencana juga harus dirapatkan dulu,
baik internal maupun dengan OPD lain. Kalau dari sisi teknis, kendalanya ada
di jumlah tenaga kerja dan waktu pelaksanaan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu 14 Maret 2026
dengan Kak Syafa Khairiah Lubis selaku masyarakat pejalan kaki terkait kondisi
fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan, diperoleh
keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya, fasilitas pejalan kaki masih belum sepenuhnya memadai.
Memang sudah ada trotoar dan lampu di beberapa titik, tapi belum merata dan
masih ada yang kurang terang. Zebra cross dan rambu juga masih terbatas,
serta fasilitas untuk disabilitas dan akses ke halte belum optimal. Selain itu,
pengawasan juga belum rutin, sehingga trotoar masih sering disalahgunakan.
Kondisi trotoar di beberapa tempat juga masih rusak atau sempit, jadi perlu
perbaikan dan penambahan fasilitas.”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan, dapat disimpulkan
bahwa aspek sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor
9 Tahun 2016 belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya keterbatasan
anggaran yang mempengaruhi pemerataan pembangunan, ketergantungan pada pihak

ketiga dalam pelaksanaan teknis, serta belum meratanya ketersediaan fasilitas pejalan
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kaki di berbagai wilayah. Selain itu, jumlah dan pemanfaatan sumber daya manusia
masih menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia, serta terdapat kendala
administratif dan koordinasi yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan di
lapangan. Dari sisi pengawasan, masih ditemukan keterbatasan dalam intensitas dan
konsistensi pengendalian, sehingga penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki masih
sering terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya, baik dari
aspek finansial, manusia, maupun kelembagaan, masih menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut.

4.1.3 Adanya Faktor Karekteristik Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan Bapak Dimas W Dwikatama Putra selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016

tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan kebijakan ini, pembangunan fisik menjadi kewenangan
Dinas PU. Namun, dalam prosesnya tetap dilakukan koordinasi dengan
instansi  kami, khususnya terkait pemenuhan standar dan regulasi. Jika
terdapat kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki, maka akan segera
didiskusikan dan diperbaiki bersama. Dengan demikian, koordinasi
antarinstansi berjalan secara aktif dan saling mendukung.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan Bapak Julius Stevanus Simarmata, A.Md. Tra selaku Staff Transportasi Darat
terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, untuk pembagian tugas administrasi, dukungan struktur
organisasi, dan SOP itu semuanya sudah ada dasarnya. Pelaksanaan di
lapangan itu berdasarkan Surat Perintah Tugas, jadi secara administrasi sudah
jelas dan aman. Untuk SOP sendiri mengacu pada peraturan menteri terkait
standar fasilitas pejalan kaki. Untuk koordinasi internal juga sudah cukup
baik, kita sering berkoordinasi, saling bertukar pikiran, dan kalau ada masalah
biasanya diselesaikan bersama-sama.”
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan lIbu Sofia Idris., S.Ars selaku Staff Teknisi Sarana dan Prasarana terkait
implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk pembagian tugas dan struktur organisasi, sebenarnya sudah ada
alurnya. Setiap tahun ada perencanaan yang dibuat, lalu dari bagian
perencanaan itu disalurkan ke bidang-bidang yang terkait. Jadi secara umum
sudah sesuai dengan kebijakan dan alur yang ada. Semua pelaksanaan juga
melalui diskusi dan persetujuan dari pimpinan. Untuk SOP juga sudah ada dan
mengacu pada ketentuan yang berlaku, hanya saja dari sisi administrasi
memang masih butuh waktu karena program yang direncanakan tidak hanya
satu, tapi banyak.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 14 Maret 2026
dengan Kak Syafa Khairiah Lubis selaku masyarakat pejalan kaki terkait kondisi
pengelolaan fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan,
diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya, pemerintah sebenarnya sudah ada upaya dalam mengelola
fasilitas pejalan kaki, tapi belum konsisten. Kadang ada perbaikan atau
penertiban, namun sifatnya sementara. Penertiban juga tidak rutin, jadi setelah
itu kondisi sering kembali seperti semula. Selain itu, penanganan masalah
masih cenderung lambat dan belum menyeluruh, karena biasanya dilakukan
setelah ada keluhan.”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan, dapat disimpulkan
bahwa karakteristik pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 9 Tahun 2016 pada dasarnya telah memiliki pembagian tugas, struktur
organisasi, serta prosedur kerja yang jelas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya
masih terdapat beberapa kendala, seperti belum konsistennya pengelolaan,
pengawasan dan penertiban yang belum dilakukan secara rutin, serta respons terhadap
permasalahan yang cenderung lambat. Dengan demikian, meskipun secara
kelembagaan pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh sistem yang terstruktur,
efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan melalui konsistensi, koordinasi,

dan responsivitas pelaksana di lapangan.
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4.1.4 Adanya Faktor Komunikasi dan Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan Bapak Dimas W Dwikatama Putra selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016
tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Sebelum pelaksanaan pembangunan, selalu dilakukan rapat koordinasi
terlebih dahulu, mulai dari tahap perencanaan hingga mitigasi saat
pelaksanaan. Koordinasi dilakukan antara instansi kami, Dinas PU, serta dinas
terkait lainnya. Selain itu, pihak kecamatan juga dilibatkan untuk membantu
penyampaian informasi kepada masyarakat. Dari sisi keamanan dan
kelancaran lalu lintas, pihak kepolisian juga turut berperan. Sebelum
pelaksanaan, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari
mitigasi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan Bapak Julius Stevanus Simarmata, A.Md. Tra selaku Staff Transportasi Darat
terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang

penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk koordinasi dan komunikasi antar instansi, memang ada sedikit
kendala, terutama di lapangan. Biasanya setelah pekerjaan selesai, setiap
tahun itu akan dilakukan evaluasi untuk membahas kendala yang terjadi.
Salah satunya, kadang kontraktornya tidak mengikuti arahan. Kalau seperti
itu, biasanya kita laporkan ke atasan atau kita undang mereka untuk ikut rapat
evaluasi supaya dibahas langsung.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan lbu Sofia Idris., S.Ars selaku Staff Teknisi Sarana dan Prasarana terkait
implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang

penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk komunikasi antar instansi, sejauh ini berjalan dengan baik.
Kalau pun ada kendala, biasanya itu terkait dengan ketentuan yang berlaku,
jadi harus dicek kembali regulasinya supaya tetap satu tujuan. Untuk
meminimalisir kendala, biasanya dilakukan rapat koordinasi, baik secara
online maupun offline. Dari rapat tersebut akan dibuat berita acara yang berisi
kesimpulan dan kesepakatan bersama.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 14 Maret 2026

dengan Kak Syafa Khairiah Lubis selaku masyarakat pejalan kaki terkait kondisi
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fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan, diperoleh

keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya, sosialisasi dari pemerintah masih kurang dan belum merata,
sehingga banyak masyarakat yang belum memahami fungsi trotoar dan zebra
cross. Informasi tentang larangan juga belum tersampaikan dengan baik,
terlihat dari masih seringnya pelanggaran. Selain itu, rambu dan himbauan
masih terbatas dan kurang jelas, serta belum dilakukan secara konsisten,
sehingga kesadaran masyarakat masih rendah.”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan, dapat disimpulkan
bahwa komunikasi dan koordinasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 9 Tahun 2016 pada dasarnya telah dilakukan melalui berbagai bentuk
koordinasi antarinstansi, seperti rapat, evaluasi, dan sosialisasi kepada masyarakat.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti
belum optimalnya komunikasi di lapangan, perbedaan pemahaman antarinstansi, serta
belum meratanya sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, komunikasi dan
koordinasi yang telah berjalan masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan

dapat berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.1.5 Adanya Faktor Disposisi/Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan Bapak Dimas W Dwikatama Putra selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016
tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembangunan umumnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui
proses tender. Pihak yang terpilih tentunya telah memenuhi kualifikasi yang
ditetapkan, sehingga memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu,
tingkat kemampuan dan komitmen pelaksana dinilai sudah baik.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan Bapak Julius Stevanus Simarmata, A.Md. Tra selaku Staff Transportasi Darat
terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang

penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:
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“Kalau menurut saya, tingkat komitmen dan pemahaman pelaksana itu cukup
baik. Baik kami sebagai pengawas maupun mereka sebagai pelaksana,
semuanya sudah dibekali dengan pemahaman terhadap peraturan yang
berlaku. Sebelum turun ke lapangan, kita juga harus sudah punya pegangan,
sudah tahu standar-standarnya, dan juga memahami evaluasi dari tahun
sebelumnya. Jadi kekurangan di tahun lalu bisa diperbaiki di tahun ini.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan Ibu Sofia Idris., S.Ars selaku Staff Teknisi Sarana dan Prasarana terkait
implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk komitmen dan pemahaman, itu sebenarnya sudah menjadi
kewajiban masing-masing pihak. Setiap pelaksana juga sudah punya tanggung
jawab masing-masing dan ada pengawasnya. Pelaksanaan di lapangan juga
dikontrol melalui surat dan kontrak yang berlaku. Kalau ada hasil yang tidak
sesuai, nanti akan ditinjau kembali oleh pengawas. Kalau memang ada
kendala atau masalah, biasanya akan dibahas kembali melalui rapat untuk
mencari solusi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 14 Maret 2026
dengan Kak Syafa Khairiah Lubis selaku masyarakat pejalan kaki terkait kondisi
fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan, diperoleh
keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya, petugas sebenarnya sudah cukup baik dalam menegur
pelanggaran dengan cara yang sopan, tapi belum konsisten. Penertiban juga
ada, tapi tidak rutin dan belum tegas, jadi pelanggaran masih sering terjadi,
baik di trotoar maupun di zebra cross. Selain itu, kepedulian terhadap
kenyamanan pejalan kaki juga sudah ada, tapi belum maksimal, karena
penanganannya belum dilakukan secara menyeluruh, termasuk akses ke halte
yang masih kurang diperhatikan.”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan, dapat disimpulkan
bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 9 Tahun 2016 pada dasarnya sudah cukup baik, terutama dari segi
komitmen, pemahaman, dan kompetensi pelaksana yang didukung oleh mekanisme
seleksi, pembekalan, serta pengawasan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya
masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya konsistensi dan ketegasan dalam

penindakan serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap pelanggaran di lapangan.
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Dengan demikian, meskipun sikap pelaksana telah menunjukkan arah yang positif,
peningkatan konsistensi, ketegasan, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kebijakan
masih diperlukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

4.1.6 Adanya Faktor Kondisi Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan Bapak Dimas W Dwikatama Putra selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016
tentang penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Saat 1ini, salah satu permasalahan utama adalah masih banyaknya alih fungsi
trotoar yang digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL). Hal ini menyebabkan
fungsi utama trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki menjadi terganggu. Untuk
mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan khusus dari Pemerintah Kota,
misalnya melalui peraturan wali kota yang mengatur penertiban PKL agar
tidak menggunakan trotoar. Selain itu, diperlukan ketegasan dari instansi
terkait seperti Satpol PP dalam melakukan penertiban secara konsisten.
Permasalahan yang sering terjadi adalah setelah dilakukan penertiban, PKL
kembali berjualan di lokasi yang sama.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan Bapak Julius Stevanus Simarmata, A.Md. Tra selaku Staff Transportasi Darat
terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, respon masyarakat itu cukup bagus. Bahkan ada
masyarakat yang mengajukan permohonan melalui surat, misalnya dari
sekolah-sekolah yang meminta pemasangan zebra cross di depan sekolah.
Tapi kita tidak langsung menyetujui, Kita tetap turun ke lapangan untuk
melihat kondisi, apakah memang layak atau tidak. Dari banyaknya pengajuan
yang masuk, menurut saya respon masyarakat cukup positif. Untuk faktor
ekonomi, menurut saya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Yang lebih
berpengaruh itu adalah sifat dan pemahaman masyarakat. Masih banyak
masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas pejalan kaki dengan benar,
seperti menyeberang sembarangan. Selain itu, masih banyak juga pedagang
kaki lima yang menggunakan trotoar. Untuk dukungan pimpinan daerah,
menurut saya cukup besar, terlihat dari adanya koordinasi dengan instansi lain
seperti Satpol PP serta sering dilakukan razia terhadap pelanggaran di
lapangan.”
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 12 Maret 2026
dengan lIbu Sofia Idris., S.Ars selaku Staff Teknisi Sarana dan Prasarana terkait
implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
penyediaan fasilitas pejalan kaki, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau untuk respon masyarakat, sebenarnya belum terlalu banyak yang
menggunakan fasilitas pejalan kaki. Karena masyarakat di Kota Medan ini
masih lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, mungkin
karena transportasi umum belum menjangkau semua wilayah, terutama jalan-
jalan kecil. Tapi setelah adanya bus listrik, sudah ada peningkatan
penggunaan, walaupun belum terlalu signifikan. Untuk faktor ekonomi,
sebenarnya ada pengaruh, terutama terkait pedagang kaki lima yang
menggunakan trotoar. Kalau dibandingkan dengan daerah lain seperti Jogja, di
sana pedagang sudah disediakan tempat khusus. Sementara di sini mungkin
masih kurang lahan untuk relokasi. Untuk dukungan pimpinan daerah,
menurut saya sangat berpengaruh karena pimpinan juga melakukan
pemantauan dan meminta update secara berkala.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 14 Maret 2026
dengan Kak Syafa Khairiah Lubis selaku masyarakat pejalan kaki terkait kondisi
fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Gatot Subroto Kota Medan, diperoleh
keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya, kesadaran masyarakat masih rendah, terlihat dari masih
banyak trotoar yang digunakan untuk berjualan atau parkir, dan penggunaan
zebra cross juga belum tertib. Hal ini tidak hanya karena perilaku masyarakat,
tetapi juga dipengaruhi faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan dari
pemerintah, sehingga pelanggaran masih sering terjadi dan mengganggu
kenyamanan serta keselamatan pejalan kaki.”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan, dapat disimpulkan
bahwa kondisi lingkungan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun dukungan
kebijakan, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap implementasi Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. Meskipun terdapat respon positif dari
sebagian masyarakat, tingkat kesadaran dalam memanfaatkan fasilitas pejalan kaki
masih tergolong rendah. Selain itu, faktor ekonomi seperti keberadaan pedagang kaki
lima yang memanfaatkan trotoar, serta keterbatasan pengawasan dan penegakan

aturan, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian,
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kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung menjadi faktor penghambat
dalam mewujudkan fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman, dan sesuai dengan
tujuan kebijakan.

4.2 Hasil Pembahasan

Berikut merupakan hasil analisis terhadap aspek-aspek implementasi
kebijakan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan yang diperoleh melalui hasil
wawancara. Analisis ini disusun dengan menyesuaikan pada permasalahan penelitian
yang telah dirumuskan, guna memberikan jawaban atas fenomena yang diteliti.
Adapun hasil pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Adanya Faktor Tujuan dan Standar

Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian di lapangan yang diperoleh
dari berbagai informan, yaitu staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, staff
Transportasi Darat, staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pejalan kaki,
dapat diketahui bahwa tujuan dan standar kebijakan dalam Pasal 88 Peraturan Daerah
Kota Medan pada dasarnya telah dirumuskan secara cukup jelas dan realistis. Hal ini
terlihat dari adanya implementasi penyediaan fasilitas pejalan kaki yang mulai
terealisasi di beberapa wilayah, khususnya pada jalan-jalan utama. Namun demikian,
pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan oleh
belum meratanya pembangunan fasilitas pejalan kaki di seluruh wilayah. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa pencapaian sasaran kebijakan masih menghadapi kendala,
baik dalam hal pemerataan pembangunan maupun tahapan implementasi yang masih
berlangsung.

Dilihat dari peran staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, pemerintah daerah
telah berupaya menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan standar yang telah
ditetapkan, salah satunya melalui rencana pembangunan jalur BRT yang terintegrasi
dengan fasilitas pejalan kaki. Upaya ini mencerminkan adanya komitmen dalam
meningkatkan kualitas infrastruktur serta mendukung ketercapaian tujuan kebijakan.

Meskipun demikian, realisasi kebijakan tersebut masih memerlukan waktu serta
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konsistensi dalam pelaksanaannya agar dapat menjangkau seluruh wilayah Kota
Medan secara merata.

Hal yang sama juga terlihat pada bagian petugas transportasi darat, di mana
implementasi kebijakan lebih difokuskan terlebih dahulu pada wilayah prioritas,
seperti jalan-jalan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa sasaran kebijakan telah
diarahkan dengan cukup baik pada tahap awal. Akan tetapi, belum meratanya fasilitas
pejalan kaki pada seluruh jenis jalan mengindikasikan adanya kendala dalam
pemerataan implementasi, baik yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya
maupun penentuan prioritas pembangunan.

Pada sisi sarana dan prasarana, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi
berbagai kendala teknis yang mempengaruhi kualitas dan pemerataan fasilitas pejalan
kaki. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana pendukung serta proses
pembangunan yang masih berlangsung secara bertahap. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa meskipun standar kebijakan telah ditetapkan, implementasinya
masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis agar sesuai dengan sasaran yang
diharapkan.

Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat pejalan kaki, fasilitas pejalan
kaki memang sudah tersedia di beberapa titik, namun pemanfaatannya belum
maksimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya penyalahgunaan fasilitas, kurangnya
penegakan aturan, serta belum meratanya kualitas sarana pendukung. Kondisi ini
menunjukkan bahwa meskipun tujuan dan standar kebijakan telah dirumuskan
dengan baik, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan VVan Horn, standar dan sasaran
kebijakan merupakan variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi
kebijakan. Kejelasan standar serta ketepatan sasaran akan mempermudah pelaksana
dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam
konteks penelitian ini, standar dan sasaran kebijakan dalam Pasal 88 sudah tergolong
jelas dan realistis, namun implementasinya masih belum optimal karena adanya

kendala dalam pemerataan pembangunan serta pelaksanaan di lapangan.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan
penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan telah dirumuskan dengan cukup
baik, namun belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan dalam hal konsistensi pelaksanaan, pemerataan pembangunan, serta
pengawasan terhadap penggunaan fasilitas agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara

maksimal dan merata di seluruh wilayah Kota Medan.

4.2.2 Adanya Faktor Sumber Daya

Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian di lapangan yang diperoleh
dari berbagai informan, yaitu staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, staff
Transportasi Darat, staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pejalan kaki,
dapat diketahui bahwa ketersediaan sumber daya memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan.
Hal ini terlihat dari masih adanya keterbatasan dalam pengawasan, penataan, serta
pemanfaatan fasilitas yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan fasilitas fisik, tetapi
juga pada kesiapan sumber daya manusia, finansial, serta sarana pendukung lainnya
dalam menunjang pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Dalam praktik pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan, terlihat bahwa
keterbatasan sumber daya, khususnya dalam hal pengawasan dan penegakan aturan,
menjadi salah satu hambatan utama. Kurangnya jumlah petugas serta belum
optimalnya  pengawasan  berkelanjutan  menyebabkan  masih  terjadinya
penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki. Selain itu, keterbatasan dalam penegakan
sanksi juga berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat. Di sisi lain, meskipun
terdapat dukungan sumber daya finansial dari pihak eksternal seperti World Bank
dalam pembangunan awal fasilitas pejalan kaki, dukungan tersebut bersifat tidak
berkelanjutan dan hanya mencakup tahap pembangunan fisik, tanpa diiringi dengan
pembiayaan jangka panjang untuk pemeliharaan dan pengawasan. Setelah proyek
selesai, tanggung jawab sepenuhnya kembali kepada pemerintah daerah, sementara

kapasitas anggaran daerah untuk kegiatan maintenance dan pengawasan masih
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terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya finansial yang bersifat
temporer belum mampu menjamin keberlangsungan implementasi kebijakan secara
optimal, terlebih ketika tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan
sistem pengawasan yang memadai.

Gambaran serupa juga terlinat pada sektor transportasi darat, dimana
meskipun partisipasi masyarakat dalam pengajuan fasilitas sudah ada, namun
keterbatasan sumber daya dalam menindaklanjuti serta mengawasi penggunaan
fasilitas tersebut masih menjadi kendala. Hal ini mencerminkan bahwa sumber daya
yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan di lapangan.
Meskipun demikian, adanya dukungan dari pimpinan daerah melalui koordinasi dan
penertiban rutin menjadi salah satu bentuk penguatan sumber daya kelembagaan
dalam mendukung implementasi kebijakan.

Pada sisi lain, dari aspek sarana dan prasarana, masih terdapat keterbatasan
dalam penyediaan fasilitas yang memadai serta belum optimalnya penataan ruang
bagi pengguna jalan, termasuk pedagang kaki lima. Keterbatasan lahan relokasi serta
dukungan fasilitas pendukung lainnya menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi
trotoar. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya fisik dan finansial juga memiliki
peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

Berbeda dengan itu, jika dilihat dari pengalaman langsung masyarakat pejalan
kaki, keterbatasan sumber daya dalam bentuk pengawasan dan fasilitas yang belum
sepenuhnya memadai turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan
trotoar. Kurangnya kontrol di lapangan serta belum tersedianya alternatif ruang yang
memadai menyebabkan terjadinya penyalahgunaan fasilitas. Hal ini menunjukkan
bahwa sumber daya tidak hanya berkaitan dengan pelaksana, tetapi juga dengan
dukungan fasilitas yang dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, sumber daya
merupakan salah satu variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan,
yang mencakup sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana. Dalam
konteks penelitian ini, sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya memadai, baik

dari segi jumlah petugas, efektivitas pengawasan, maupun ketersediaan fasilitas
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pendukung, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di
lapangan.

Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa keterbatasan sumber daya masih
menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan
penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan sumber daya secara menyeluruh, baik melalui peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, penambahan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana yang
memadai, serta optimalisasi pengawasan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif
dan berkelanjutan.

4.2.3 Adanya Faktor Karekteristik

Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian di lapangan yang diperoleh
dari berbagai informan, yaitu staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, staff
Transportasi Darat, staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pejalan kaki,
dapat diketahui bahwa karakteristik pelaksana dalam implementasi kebijakan
penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan pada dasarnya telah didukung oleh
kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas, serta adanya mekanisme koordinasi
yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pembagian tugas administratif yang jelas
serta dukungan struktur organisasi yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan
berjalan secara terarah. Namun demikian, karakteristik pelaksana tersebut belum
sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan oleh masih adanya kendala dalam konsistensi
pelaksanaan dan respons terhadap permasalahan di lapangan.

Dari sisi bidang lalu lintas dan angkutan, kejelasan pembagian tugas
administrasi serta koordinasi internal yang aktif menjadi faktor penting dalam
menunjang pelaksanaan kebijakan. Selain itu, adanya kerja sama antarinstansi juga
menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah memiliki pola hubungan kerja yang
cukup baik, sehingga permasalahan di lapangan dapat diatasi melalui komunikasi
yang terjalin.

Selanjutnya, pada lingkup transportasi darat, aspek kelembagaan terlihat telah

berjalan secara sistematis dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kejelasan
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pembagian tugas melalui SPT serta adanya SOP yang mengacu pada regulasi
menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah memiliki pedoman kerja yang jelas
dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencerminkan bahwa karakteristik pelaksana
dari sisi struktur dan aturan sudah cukup mendukung implementasi kebijakan.

Pada bagian sarana dan prasarana, pelaksanaan kebijakan juga telah didukung
oleh alur kerja yang terencana serta adanya standar operasional yang jelas. Namun
demikian, banyaknya program yang harus dikelola menjadi kendala administratif
yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja pelaksana. Kondisi ini menunjukkan
bahwa meskipun struktur organisasi telah berjalan dengan baik, efisiensi dalam
pengelolaan tugas masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang masyarakat pejalan kaki,
karakteristik pelaksana dalam implementasi kebijakan masih belum sepenuhnya
optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya konsistensi dalam pengelolaan fasilitas, tidak
rutinnya pengawasan dan penertiban, serta lambatnya respons terhadap permasalahan
yang terjadi di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sikap, komitmen,
dan responsivitas pelaksana masih menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan
implementasi kebijakan.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, karakteristik
pelaksana merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan, yang mencakup struktur organisasi, norma, serta pola
hubungan kerja antar pelaksana. Dalam konteks penelitian ini, karakteristik pelaksana
telah didukung oleh struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, namun masih
menghadapi kendala dalam hal konsistensi, komitmen, dan responsivitas dalam
pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksana dalam
implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan telah cukup
mendukung dari sisi struktur dan pembagian tugas, namun belum sepenuhnya optimal
dalam praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal
konsistensi, pengawasan, serta responsivitas pelaksana agar implementasi kebijakan

dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
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4.2.4 Adanya Faktor Komunikasi dan Koordinasi

Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian di lapangan yang diperoleh
dari berbagai informan, yaitu staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, staff
Transportasi Darat, staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pejalan kaki,
dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi dalam
implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan pada
dasarnya telah berjalan cukup baik dan melibatkan berbagai pihak yang relevan. Hal
ini terlihat dari adanya keterlibatan instansi seperti kecamatan dan kepolisian dalam
mendukung pelaksanaan kebijakan, serta adanya sosialisasi kepada masyarakat
sebelum pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang
terjalin telah bersifat kolaboratif dan terstruktur, sehingga mampu mendukung
kelancaran implementasi kebijakan di lapangan.

Dari sudut pandang staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, koordinasi
antarinstansi telah dilakukan secara aktif melalui berbagai bentuk komunikasi dan
kerja sama dalam pelaksanaan program. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan
adanya upaya untuk membangun sinergi antarorganisasi, sehingga permasalahan yang
muncul dapat diselesaikan secara bersama-sama. Namun demikian, efektivitas
koordinasi tersebut masih dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaksana di lapangan.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan kondisi yang terlihat pada bidang
Transportasi Darat, dimana meskipun komunikasi dan koordinasi telah berjalan,
masih terdapat kendala dalam implementasi, khususnya yang berkaitan dengan
kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa
keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh adanya mekanisme koordinasi,
tetapi juga oleh komitmen dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu,
pelaksanaan evaluasi secara berkala menjadi penting untuk mengidentifikasi dan
mengatasi berbagai kendala yang muncul.

Di sisi lain, pada aspek teknis sarana dan prasarana, komunikasi dan
koordinasi antarinstansi telah berjalan secara sistematis melalui rapat koordinasi serta

dokumentasi dalam bentuk berita acara. Namun demikian, masih terdapat kendala
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dalam hal perbedaan interpretasi terhadap regulasi, yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesamaan
pemahaman antar pelaksana menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas
komunikasi dan koordinasi.

Jika dilihat dari perspektif masyarakat pejalan kaki, komunikasi yang
dilakukan oleh pemerintah masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari
kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan, terbatasnya media informasi seperti rambu
dan tanda peringatan, serta belum konsistennya penyampaian himbauan kepada
masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum
sepenuhnya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang
diterapkan.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, komunikasi dan
koordinasi antarorganisasi merupakan variabel penting dalam menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan proses penyampaian
informasi serta keselarasan tindakan antar pelaksana kebijakan. Dalam konteks
penelitian ini, komunikasi dan koordinasi telah berjalan cukup baik secara struktural,
namun masih menghadapi kendala dalam hal konsistensi pelaksanaan, kepatuhan
pelaksana, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi
dalam implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan telah
memberikan kontribusi yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan kebijakan,
namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam
hal penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kepatuhan pelaksana, serta
pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan kepada

masyarakat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih maksimal.

4.2.5 Adanya Faktor Sikap/Disposisi Pelaksana
Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian di lapangan yang diperoleh
dari berbagai informan, yaitu staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, staff

Transportasi Darat, staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pejalan kaki,
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dapat diketahui bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan
penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan pada dasarnya telah menunjukkan
arah yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya komitmen dan kompetensi
pelaksana yang didukung oleh sistem seleksi yang ketat melalui proses tender serta
adanya standar kerja yang jelas. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan
belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor pengawasan,
konsistensi pelaksanaan, serta kondisi di lapangan yang dinamis.

Dari sudut pandang staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, komitmen dan
kompetensi pelaksana sudah tergolong baik, terutama karena didukung oleh kesiapan
administrasi serta pemahaman terhadap standar kerja yang telah ditetapkan. Selain
itu, adanya evaluasi secara berkala menunjukkan bahwa pelaksana memiliki upaya
untuk menjaga kualitas pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, efektivitas
implementasi tetap memerlukan pengawasan yang berkelanjutan agar hasil yang
dicapai sesuai dengan tujuan kebijakan.

Sejalan dengan hal tersebut, pada bidang Transportasi Darat terlihat bahwa
komitmen dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan telah berjalan dengan cukup
baik karena didukung oleh sistem pelaksanaan yang terstruktur dan berorientasi pada
perbaikan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya
ditentukan oleh pemahaman dan komitmen tersebut, tetapi juga oleh kemampuan
pelaksana dalam menghadapi serta menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.

Di sisi lain, pada aspek teknis sarana dan prasarana, pembagian tugas yang
jelas serta adanya mekanisme pengawasan yang terstruktur menjadi faktor pendukung
dalam pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, masih ditemukannya kebutuhan untuk
melakukan peninjauan ulang terhadap hasil pekerjaan serta pelaksanaan rapat
evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai
kendala yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan.

Jika dilihat dari perspektif masyarakat pejalan kaki, sikap pelaksana dalam
implementasi kebijakan masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari
kurangnya konsistensi, ketegasan, serta keberlanjutan dalam penindakan terhadap

pelanggaran yang terjadi di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi
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pelaksana masih perlu diperkuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara
maksimal.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan VVan Horn, disposisi pelaksana
merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan, yang mencakup sikap, komitmen, serta tingkat penerimaan
pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam konteks penelitian ini, disposisi
pelaksana sudah menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan
peningkatan dalam hal konsistensi, ketegasan, dan responsivitas dalam pelaksanaan
kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana
dalam implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Medan telah
cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan dalam hal komitmen, konsistensi, serta ketegasan dalam pelaksanaan dan
penegakan aturan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan

berkelanjutan.

4.2.6 Adanya Faktor Kondidi Lingkungan

Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian di lapangan yang diperoleh
dari berbagai informan, yaitu staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, staff
Transportasi Darat, staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pejalan kaki,
dapat diketahui bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di
Kota Medan. Hal ini terlihat dari masih adanya penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki
yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, serta belum optimalnya tingkat kepatuhan
masyarakat dalam menggunakan fasilitas sesuai fungsinya. Kondisi ini menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada penyediaan sarana,
tetapi juga pada dukungan lingkungan yang kondusif serta konsistensi dalam
pengawasan dan penegakan aturan.

Dalam praktik pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan, terlihat bahwa

respon masyarakat terhadap kebijakan masih sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi.
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Kondisi ini mendorong terjadinya penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki, seperti
pemanfaatan trotoar untuk kegiatan lain yang tidak semestinya. Selain itu,
ketidaktegasan dalam penegakan aturan serta kurangnya pengawasan berkelanjutan
menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan. Hal ini memperlihatkan bahwa
pendekatan kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat
secara lebih menyeluruh.

Gambaran serupa juga terlinat pada sektor transportasi darat, dimana
partisipasi masyarakat dalam pengajuan fasilitas sebenarnya sudah ada, namun belum
diikuti dengan tingkat kepatuhan dalam penggunaannya. Kondisi ini mencerminkan
adanya jarak antara pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dengan perilaku yang
terjadi di lapangan. Meskipun demikian, adanya dukungan dari pimpinan daerah
melalui koordinasi dan penertiban rutin menjadi faktor yang cukup membantu dalam
menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan.

Pada sisi lain, dari aspek sarana dan prasarana, kebiasaan masyarakat yang
masih bergantung pada kendaraan pribadi serta keterbatasan akses transportasi umum
turut mempengaruhi rendahnya penggunaan fasilitas pejalan kaki. Selain itu, faktor
ekonomi seperti keberadaan pedagang kaki lima yang belum tertata akibat
keterbatasan lahan relokasi juga menjadi kendala dalam optimalisasi fungsi trotoar.
Namun demikian, adanya pemantauan dan evaluasi berkala menunjukkan bahwa
dukungan politik terhadap kebijakan ini sudah cukup terlihat.

Berbeda dengan itu, jika dilihat dari pengalaman langsung masyarakat pejalan
kaki, rendahnya kesadaran dalam memanfaatkan fasilitas sesuai fungsi masih menjadi
persoalan utama. Tekanan ekonomi serta kurangnya pengawasan turut memperkuat
terjadinya penyalahgunaan fasilitas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa
keberhasilan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh perilaku dan kondisi sosial
masyarakat sebagai pengguna.

Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, lingkungan sosial,
ekonomi, dan politik merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan kondisi eksternal yang dapat

mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks penelitian
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ini, kondisi lingkungan tersebut belum sepenuhnya mendukung implementasi
kebijakan secara optimal, terutama dari sisi kesadaran masyarakat dan tekanan
ekonomi yang masih cukup dominan.

Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan
politik masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan penyediaan fasilitas
pejalan kaki di Kota Medan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih
komprehensif, tidak hanya melalui penyediaan infrastruktur, tetapi juga melalui
peningkatan kesadaran masyarakat, penataan aspek ekonomi secara lebih terstruktur,
serta penguatan pengawasan dan penegakan aturan agar kebijakan dapat berjalan

lebih efektif dan berkelanjutan.



BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki di Kota Medan, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek standar dan tujuan kebijakan menunjukkan bahwa secara normatif
kebijakan telah memiliki tujuan dan standar yang jelas dalam meningkatkan
keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Namun, dalam kondisi empiris,
implementasinya belum sepenuhnya tercapai, ditandai dengan masih adanya
penyalahgunaan trotoar, kurangnya pemerataan fasilitas, serta belum
optimalnya integrasi antar sarana pendukung seperti zebra cross dan halte.

2. Aspek sumber daya menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran pada
dasarnya cukup memadai, terutama dengan adanya dukungan pendanaan
eksternal. Akan tetapi, efektivitas implementasi masih terkendala oleh
pembagian kewenangan antarinstansi, Kketerbatasan anggaran yang tidak
berkelanjutan, serta terbatasnya sumber daya manusia dan pengawasan di
lapangan.

3. Aspek karakteristik pelaksana menunjukkan bahwa pembagian tugas, struktur
organisasi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) telah berjalan dengan
cukup baik secara administratif. Namun demikian, dalam praktiknya masih
ditemukan kendala berupa kurangnya konsistensi dalam pengawasan,
lambatnya respons terhadap permasalahan, serta belum optimalnya kinerja
pelaksana di lapangan.

4. Aspek komunikasi dan koordinasi menunjukkan bahwa mekanisme
koordinasi antarinstansi telah dilakukan secara terstruktur melalui rapat dan
forum komunikasi. Meskipun demikian, efektivitasnya masih belum

maksimal karena adanya kendala dalam pelaksanaan di lapangan, seperti
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perbedaan pemahaman terhadap regulasi serta kurang optimalnya sosialisasi
kepada masyarakat.

5. Aspek disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan bahwa secara umum
pelaksana telah memiliki komitmen dan pemahaman yang cukup baik
terhadap kebijakan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam hal konsistensi,
ketegasan, dan keberlanjutan dalam penegakan aturan, sehingga pelanggaran
di lapangan masih sering terjadi.

6. Aspek kondisi lingkungan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Rendahnya
kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas pejalan kaki, kebiasaan
menggunakan kendaraan pribadi, serta adanya aktivitas pedagang kaki lima
yang memanfaatkan trotoar menjadi faktor utama yang menghambat
keberhasilan kebijakan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki di Kota Medan
belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling
berkaitan, yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya konsistensi pelaksana, belum
optimalnya koordinasi dan komunikasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh
karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif agar tujuan kebijakan

dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengusulkan beberapa saran untuk
meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki di
Kota Medan:

1. Bagi Pemerintah Kota Medan

Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas
implementasi kebijakan melalui penguatan koordinasi antarinstansi, khususnya antara
Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, serta instansi terkait lainnya. Selain itu,

perlu dilakukan peningkatan pemerataan pembangunan fasilitas pejalan kaki tidak
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hanya pada jalan utama, tetapi juga pada kawasan lainnya. Pemerintah juga perlu
memperkuat sistem pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten, serta
memastikan keberlanjutan pemeliharaan fasilitas agar tetap layak digunakan.

2. Bagi Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan
ketegasan dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran
penggunaan fasilitas pejalan kaki. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan
komunikasi antar pelaksana agar setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani
secara efektif. Pelaksana juga diharapkan dapat lebih responsif terhadap kondisi
fasilitas yang rusak atau tidak sesuai standar agar dapat segera dilakukan perbaikan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam
menggunakan fasilitas pejalan kaki sesuai dengan fungsinya. Selain itu, masyarakat
juga diharapkan tidak menggunakan trotoar untuk kepentingan lain seperti parkir atau
berjualan, serta turut menjaga fasilitas yang telah disediakan. Partisipasi aktif
masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan serta menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi pejalan kaki.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan
cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah maupun variabel yang digunakan.
Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji aspek lain seperti efektivitas
kebijakan dalam jangka panjang, dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat,
serta integrasi fasilitas pejalan kaki dengan sistem transportasi perkotaan secara

keseluruhan.
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Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Fasilitas

Pcjalan Kaki Di Kota Medan

i. Identitas Informan
Nama
Umur
Jabatan
No. HP
Alamat

ii. Pertanyaan

A. Standar dan Tujuan Kebijakan
1. Bagaimana pcmahaman Bapak/Ibu terhadap tujuan utama Pasal 88
Perda No. 9 Tahun 2016 terkait penyediaan fasilitas pejalan kaki?
2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap standar tcknis pelaksanaan
kebijakan ini di lapangan?
3. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah target kebijakan tersebut

listis untuk dicapai dalam kondisi saat ini?

B. Sumber Daya
1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi ketersediaan anggaran untuk
pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah dan kompetensi SDM pelaksana
sudah mencukupi untuk menjalankan kebijakan ini?
3. Menurut Bapak/Ibu, kendala sumber daya apa yang paling sering
dihadapi dalam implementasi kebijakan?
C. Karakteristik Organisasi Pelaksana
1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat pembagian tugas antarinstansi dalam
pelaksanaan kebijakan fasilitas pejalan kaki?



. Menurut Bapak/Ibu, apakah struktur organisasi dan SOP yang ada

sudah mendukung pelaksanaan kebijakan secara

- efektif?Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana koordinasi internal instansi

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan?

D. Komunikasi Antarorganisasi

Bagaimana bentuk koordinasi antarinstansi yang Bapak/Ibu ketahui
dalam menjalankan kebijakan ini?

Apakah Bapak/lbu pemah menemukan kendala komunikasi
antarinstansi?  Jika pemah, bagaimana dampaknya  terhadap
pelaksanaan kebijakan?

Menurut Bapak/Ibu, seberapa rutin dilakukan rapat koordinasi atau
evaluasi bersama terkait fasilitas pejalan kaki?

E. Disposisi / Sikap Pelaksana

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat komitmen pelaksana dalam
menjalankan kebijakan fasilitas pejalan kaki?

Apakah menurut Bapak/Ibu seluruh petugas memahami peraturan dan
tanggung jawabnya dalam implementasi kebijakan ini?

. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor yang mempengaruhi semangat atau

motivasi pelaksana di lapangan?

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

13

Bagaimana menurut Bapak/Ibu respon masyarakat terhadap kebijakan
fasilitas pejalan kaki ini?

Apakah Bapak/Ibu melihat faktor ekonomi masyarakat mempengaruhi
penggunaan atau pelanggaran fungsi trotoar?

Menurut Bapak/Ibu sejauh mana dukungan politik atau kebijakan
pimpinan daerah berpengaruh terhadap pelaksanaan program ini?



DRAFT WAWANCARA

Informan : Masyarakat Pejalan Kaki
Penclitian : Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Fasilitas

Pejalan Kaki Di Kota Medan

i. Identitas Informan
Nama
Umur
Jabatan
No. HP
Alamat

ii. Pertanyaan

A. Standar dan Tujuan Kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan penyediaan fasilitas pejalan kaki di
daerah ini sudah jelas dirasakan manfaatnya bagi masyarakat?

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan pemerintah mengenai fungsi
trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki?

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah kondisi fasilitas pejalan kaki saat ini sudah
sesuai dengan tujuan penyediaannya bagi keselamatan dan kenyamanan
pejalan kaki?

B. Sumber Daya

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah fasilitas trotoar di wilayah ini sudah memadai
dari segi kelengkapan sarana seperti lampu, rambu, atau jalur disabilitas?

2. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya petugas yang mengawasi penggunaan
fasilitas pejalan kaki agar tidak disalahgunakan?

3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kekurangan fasilitas pejalan kaki yang masih
perlu diperbaiki atau ditambah?

C. Komunikasi Antarorganisasi Pelaksana



Apakah Bapak/Ibu pemnah melihat sosialisasi dari pemerintah mengenai
aturan penggunaan fasilitas pejalan kaki?

Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi mengenai larangan penggunaan
trotoar selain untuk pejalan kaki sudah tersampaikan dengan baik kepada
masyarakat?

Apakah Bapak/Ibu merasa pemerintah cukup aktif memberikan himbauan
atau tanda peringatan terkait fungsi fasilitas pejalan kaki?

D. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menurut Bapak/Ibu, apakah instansi pemerintah terlihat aktif dalam
menjaga dan mengelola kondisi fasilitas pejalan kaki di dacrah ini?
Apakah Bapak/Ibu pernah melihat tindakan penertiban terhadap
pelanggaran penggunaan trotoar?

Menurut Bapak/Ibu, apakah penanganan masalah trotoar oleh pemerintah
sudah cepat dan tepat?

E. Sikap / Disposisi Pelaksana

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sikap petugas terhadap masyarakat dalam
menjaga ketertiban penggunaan fasilitas pejalan kaki?

Apakah Bapak/Ibu menilai petugas sudah tegas dalam menindak
pelanggaran yang terjadi di fasilitas pejalan kaki?

Mecnurut Bapak/Ibu, apakah petugas menunjukkan kepedulian terhadap
kenyamanan pejalan kaki?

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di sekitar sini sudah sadar untuk
menggunakan trotoar sesuai fungsinya?

2. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya aktivitas seperti pedagang atau parkir

kendaraan yang mempengaruhi fungsi trotoar?

3. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling mempengaruhi kondisi trotoar

di daerah ini: perilaku masyarakat, ckonomi, atau pengawasan pemerintah?



SK — 1 Permohonan Persetujuan Judul
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS It.MU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

U M S U UMSU Tarakreditas! Unggul Berda-arkan Keputusan Ba Jan Akreditasi Nasional Parguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PTIAK.KPIPTIXV2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bastl No. 3 Medan 20238 T||p ("61) 6622400 - 6622“«1 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Unpgat | Cerdas | Torpercay,

= Shttps:/isip.umsuacid O fislpGumsuacid i =] o 4 o 4
Sk-1
PERMOHOONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Kepada Yth. Medan, |3 November 550 c
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi (2. Av/Seros; fuobwk
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu ‘alailuwm wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan
Imu Politlk. UMSU :

Nama Lengkap : SAa0@nid. Syaiiza. /oer,

NPM . A203000 0k,

Program Studi AU AU, MY
Tabungan sks  : ../Z22:9sks, IP Kumulatiy.3:74.

Mcnga_]uknn permohonan persetujuan judul Tugas Akhu Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmmh)

[mplomentase Reraturann Daerahh 403 Toniry soye Tontang Faseas

% 2025 Ao~ /
Y{dﬂ-lah Kaei &1‘ Kora Medan .

2 \Mf(cuwa& ?O(Mumy\ Daeml" Mo .S ’[o\laun 2012 temang
Denataan q_dag'mg Xagn Lima

3 \wm“«w:( Poaruran Dagah No™- 4 Tahun 2017
yenans lolu Umias dalam Pengendalla~ emacedan .

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2: Daﬁxi'Kcmajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan,

Demildanlah permohonzn Saya, atas pemeriksazn dan persetujuan Bapal/Ibu, S2ya ucapkan
terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi: ¢ Pemohon,
Diteruskan kepada Dekan untuk ~
Penctapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 17.. Novembec. ... 2038

( ShrmloSabina Now )

Dosen Pcmbxmbmg yam, dltunjub
Program Mooz, e
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.\L\‘.IELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIVAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terak Unggul Berd, Tingg! No. 174/SK/BAN-PT/AK PpyPT/IN2024

U M s Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 u.a.n 20238 Telp. (061) ;sz;wo 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Unggu | Cordas | Terporcayy & https:/ifisipumsu.acld ™ fisip@umsuacld K dan @ d =}
:unv‘:-. W a Saee e Sk—Z
SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2113/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utam
berdasarkan  Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Nomor:
1964/SK/11.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M
Tfmll_ng Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal 1imiah) dan Rekomendasi
Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 19 November 2025, dengan ini
menctapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal limiah)

untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : SHARMILA SYAIBINA NOER

NPM 1 2203100087

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester . VI (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9

(Skripsi dan Jumal llmiah) TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PEJALAN KAKI
DI KOTA MEDAN

Pembimbing : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MLA.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah),

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal llmiah) harus memenuhi prosedur dan
tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jumnal
IImiah) FISIP UMSU Tahun 2024.

2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jumal Ilmiah) sesuai
dengan nomor yang terdaftar di Program Studi llmu Administrasi Publik: 045.22.310 tahun
2025.

3. Penctapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal 1imiah)
dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan
peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 19 Mei 2026.
Ditetapkan di Medan,
. Pada Tangal, 06 Djumadil Akhir1447 H

1. Ketua Program Studi imu Administrasi Publik
FISIP UMSU di Medan;

2. Pembimbing ybs. di Medan;
= S ( } M [55] sTars
BAN-PT A--u Eelayaban -....... -E-.
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MAJELIS PENDIDIKAN VINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUEAMMADIYAH

UNIVERSITAS NUHANMMADIYAR SUMATERA UTARA
FAXULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

umsy hnl:nalml Unpgul Burdasarkan Keputasan l‘mnm u.ndlulmuloml Pcn)urulr Tinggl No. 1913/SKIBAN-PTIAK.KP/P 1/XV2022

Pusat Adminlstrasl: Jalan Mukhtar Basrl No, 3 Medsn 20238 T'b‘ W") 6622400+ G‘ﬂl“’ Fax, (051) ‘515‘7‘ ““003
y Dhttpuiifsipumsuaetd ¥ MslpGumsvacid 0 a

e ¢ 0 0
' o : i Sk-3
) PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSIDAN JURNAL ILMIAH)
Kepada Yih, Medan, 30, DESEMEE B 2025
Bapak Dckan FISIP UMSU
di
Medan.
Assalanii’alaikura wr, wb. ,

Dengan hormnx, say- yang bertanda tangan di bawah ini mahaslswa Falultas Ilmu Sosial dan

Tlmu PohtikUMSU’
 Nemalengkap  : .Shamla Quatbima Rser
: NPM - : 2031000 6T

o i 'y il e

‘. mengajukan  permohonan m:nglk\m Scraipar Proposul Tugu Akhir Mahssiswa (Slkripsi Dan
Jumnal | lmivh) yang ditetapkan, dengen Surat Penctapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir
Mahasiswa (SlmpS\ Din Jumnl llmlnh) Nomer: ........../SK/AL3-AU/UMSU-03/F/20.
tanggal .. ; RIESRNIAEY Ryl ol 3 s dengnn)udul sebagai berikut :

\Mpw*u\-tm» Seemecan, Dagrah e: 3. Tahan. 2o\t Tvwag.
Eorhss.. vgqa« Kaey di. Koo Mudax.

Basnmn ohonan ini saya lnmpuknn
1. Stf:tm Permohonan Persetujuan 'udul Tugas .Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jumal Ilmiah)
SK—-1);
2. (Surm Penctapan ludul dnn Pembimmbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal 1lmiah)
(SK-2);
3! DKAM/ Transkrip Nilai Sementara vaag telah disahkzn;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d 1eqakhir; :
5. Tanda Bukti Lum Beban SPP tahep berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seniinar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. KartuKuning Pcmnjnu Seminar Pronosal,
8. Semua berkas difolocopy rangkap 1 dan dimasukan ke dalam MAP berwama BIRU;
9. Propsosal Tugas Akhir Mahasiswa yang telnh disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).
Dcmikianlah permohonan s.xya unmk pengursan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya
ucapkan \::nmakasih. Was.\alan .

_ Menyetujni Pemohon,
\’cmbunhmg

1 qk.... i M)( Sharwcto .5:~~\m~ Mer)

%N 0\04048% @ m STARS

At T lnnna -..-
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Nomor : 27/UND/II.3. AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : llmu Administrasi Publik
c z m —.— Hari, Tanggal . Rabu, 07 Januari 2026
Unggt ot | PRy Waklu © 13.30WIB s.d. Selesai
Tempat . AULAFISIP UMSU Lt 2
Pemimpin Sefninar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.
No. NAMA MAHASISWA zwumnu_mﬂx PENANGGAP PEMBIMBING JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
EFEKTIVITAS FUNGSI ACTUATING DALAM PROGRAM PELESTARIAN
11 JADINDA SHAKILA 2203100016 | SYAFRUDOIN, S Sos,, MH. Or. NALIL KHAIRIAH, S IP., M Pd DUDAYA MELAYU DI LEMBAGA MABMI KABUPATEN BATU BARA
PENGARUH PELAYANAN DIGITAL TERHADAP KEPUASAN PASIEN
12 |NAZWA AULIA SYAFIRA 2203100014 | KHAIDIR ALI, S.Sos,, MPA. Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP., M Pd. PENGGUNA BPJS DI RUMAH SAKIT PERMATA HATI KOTA KISARAN
[l e > IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2018 TENTANG
13 imx>xz=.> SYAIBINA NOER 2203100087 * | KHAIDIR AL, S.Ses., MPA. RAFIEQAH NALAR RIZKY, $.Scs., MA. FASILITAS PEJALAN KAI DI KOTA MEDAN
Dr. JEHAN RIDHO IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021
14 JAULIA TRI WINANDA 2203100086 ZH »m.m<>z $.505. MSi Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si. TENTANG KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK DI
e KABUPATEN DELI SERDANG
<57._c> S MELIALA, S.Sos., IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG
15 |RISHANDA TRI OKTINA WULANDARI
D, 2203100019 MSP. ANANDA MAHARDIKA, S.Sos,, M.SP. PEVBATASAN TIMBULAN SAVPAH DI KABUPATEN T

Medan, 17 Raiab 1447H
06 Janyen 2626 M

e
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BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap Qhar»n\a S:ia(\m'\q Noe(
NPM : 2203100087
Program Studi : |\\MU hc\mm\smm &\,\,,\",-

Judul Skripsi Xmg\mwms\ Y%’(‘\k\'av\ Daqya\w No 4
Tahun ’lc\b Terdan ‘a ‘\;ﬂ.;\\\ms ?c\su\qvx
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Surat 1zin Penelitian

" MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Kep Badan Perguruan Tinggl No. 1913/SK/BAN-PT/AK KP/PT/XI2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Terpercap,

:"‘"“’:L* € hitps:/ifisipumsu.acid ™ fisip@umsuacid K dan B dan O d d
e Sar gy

Nomor : 365/KET/I1.3.AU/UMSU-03/F/2026 Medan, 26 Sya'ban_1447 H

Lampiman - -- 14 Fehmarni 2026 M

Hal : Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Badan Risct dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-
Tempal.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamp’alaikum Wr Wh

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan schat wal’afiat seria sukses dalam
menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon
kiranya Rapak/lhu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas
Perhubungan Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa : SHARMILA SYAIBINA NOER

NPM : 2203100087

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester - VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026

Judul Tugas Akhir Mahasiswa - IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.

9 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS
PEJALAN KAKI Di KOTA MEDAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian
diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu ‘alaikum wr. wb.

@ QM [55] smars



Surat Terima Riset

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : dishub.medan.go.id
Pos-el : dishub@medan.go.id

Medan, [, Maret 2028

Nomor : 000.9/ 05?"1
Lampiran :-
Hal : Terima Riset

Yth. Dekan Fakultas limu Sosial dan limu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di

Tempat

Dengan hormat,

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor : 000.9.2/0996
Tanggal 04 Maret 2026 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n Sharmila Syaibina Noer ;
NIM : 2203100087 ; Program Studi : llmu Administrasi Publik ; Judul : Implementasi
Mambirar SaaarAbima-$ Faht 2046 Eanang Fasilias Agalat Kali of Kola dedar

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah diterima
melaksanakan riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Remikian.disamnpaikan, unhd. dapat dipergunakan sehagaimana mestinya




Surat Selesai Riset

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : dishub.Pemko medan.go.id
Pos-el : dishub_kota medan @medan.go.id

Medan, [ Maret 2026

Nomor  :000.8/ 0btb
Lampiran :-
Hal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di

Tempat

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor :
000.9.2/0996 Tanggal 04 Maret 2026 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n Sharmila
Syaibina Noer ; NIM : 2203100087 ; Program Studi : limu Administrasi Publik ;
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas

Pejalan Kaki di Kota Medan

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah
selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota

Medan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(gpala Dinas Perhubungan
$aptibbag Kepegawaian Dan Umum




LoA Jurnal

LT ISSN 2807-6729

2 \‘ JAPK

A P K ‘, | (JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

Joreal \dminintras PebR dag Kebgjakan

LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Sharmila Syaibina Noer

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN
(JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public
administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper “Implementasi Peraturan Daerah
No 9 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Medan™ has been accepted post-
review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that

publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14,2026

Editor In Chief

aidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : http://jur:
Contact: 082160559891



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

u

GGILAN UJIA S I
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor ;. B97/UND/IL3.AUUMSU-03/F/2026

Pogram Studi - limu Administrasi Publik
Hari, Tanggal - Sablu, 18 April 2026
Tempat : AulaFISIPUMSU L 2
Pembukaan : DBASWIB
Nomor TIM PENGUJI
No. Hama Mahasiswa Pshkoh Wakiu Judu! Ujian Tugas Akhir
E i PENGUJI| PENGUJII PENGUJI I
Dr. NALIL KHAIRIAH, S.7, Dr. JEMAN RICHO IMPLEMENTAS| PERATURAN BUPATI NO. 20 TAHUN 2022 DALAM
S ARIRAMADA Ao M2 SYAFRUDDIN, $.803. MH 7114 R5YAH, S.Sos, MSi.| PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERIA DI KABUPATEN ASAHAN
b _ DLOEDIAVRIZAL  [WINDASMELIALA,  [RAFIEQAH NALARRIZKY, | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG
12 SO AIICEIIY 205100087 S Ses., MSi 5 Sos., MSP. S.Ses, MA FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA NEDAN
] AN SAIRON 2203100059 DrSERNE RN KHAIDRALLSSos,  [RAFIEQAH NALAR Rizx, [l DL ._.Mzwﬂﬁﬁﬂmﬁn%m ot iy
TAMBUNAN IZHARSYAH, S Sos., MSi. [MPA SSes, MA e ATiia
.4 | ACEUAFADLLA TES—— ANANDA MAHARDIRA,  |r, JEHAN RIDHO Aesoc, Pl D AN, o o A s e s o ot
HUTABARAT R 5 Sos, MSF IZHARSYAH, 8. Sos., MSi [SALLI 1, MSP. e . ,
h Dr. SITIHAJAR S.Sos,  |Dr, AGUNG SAPUTRA,  [Dr. NALIL KHAIFaAH, S IP, | EFEXTIVITAS FUNGSI ACTUATING DALAM PROGRAM PELESTARIAN
1] ADRNENSHEER 2R MSP $ Sos., AP, [ BUDAYA MELAYU DI LEMBAGA MABMI KABUPATERN BATU BARA
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Daftar Riwayat Hidup

DATA PRIBADI

Nama

Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
NPM

Alamat

Agama

Kewarganegaraan

Status

Anak ke

No. Handphone/WhatsApp
Email

DATA ORANG TUA
Nama Ayah

Pekerjaan
Agama
Nama Ibu
Pekerjaan
Agama

Alamat

RIWAYAT PENDIDIKAN

2010-2016
2016-2019
2019-2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Sharmila Syaibina Noer

: Medan/03 Oktober 2004

: Perempuan

: 2203100087

. JI. Wahidin Gg. Lurah No.44, Pandau Hulu Il, Kec. Medan Area,
Kota Medan, Sumatera Utara 20224

: Islam

. Indonesia

: Belum Menikah

13

: 088261997231

: sharmilasyaibinanoer90@gmail.com

: Nuryanto

. Supir

> Islam

. Siti Khadijah

: Ibu Rumah Tangga

: Islam

. JI. Wahidin Gg. Lurah No.44, Pandau Hulu I, Kec. Medan Area,
Kota Medan, Sumatera Utara 20224

: SD Taman Siswa
: SMP Muhammadiyah 01 Medan

: SMAN 08 Medan

Medan 12 Maret

Sharmila Syaibina Noer
2203100087
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